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ABSTRAK

PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN TRADE OPENNESS
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS Tahun 2014-2020)

OLEH

NOVAELIA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Voice and
Accountability, Government Effectiveness, Control of Corruption,
dan Trade Openness terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Metode
analisis yangdipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis
data panel di lima negara-negara BRICS tahun 2014-2020. Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi,
sementara variabel bebas terdiri dari Indikator Good Governance
(Voice and Accountability, Government Effectiveness, dan Control
of Corruption), dan Trade Openness. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas yaitu Voice and
Accountability (VA) dan Trade Openness (TO) berpengaruh positif
dan siginifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sementara variabel Government Effectiveness (GE) dan Control of
Corruption (CC) tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di lima negara BRICS tahun 2014-2020.
Hasil perhitungan uji secara bersama-sama menghasilkan bahwa
seluruh variabel bebas yang terdiri dari Voice and Accountability
(VA), Government Effectiveness (GE), Control of Corruption (CC),
dan Trade Openness (TO) secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Good Governance, Trade Openness, Pertumbuhan
Ekonomi, Data Panel



ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE AND TRADE
OPENNESS ON ECONOMIC GROWTH
(Case Study in BRICS Countries 2014-2020)

BY

NOVA ELIA

The purpose of this study is to analyze the effect of Voice and
Accountability, Government Effectiveness, Control of Corruption,
and Trade Openness on Economic Growth. The analytical method
used in this study is the panel data analysis method in the five BRICS
countries in 2014-2020. The dependent variable in this study is
Economic Growth, while the independent variables consist of Good
Governance Indicators (Voice and Accountability, Government
Effectiveness, and Control of Corruption), and Trade Openness. The
results of this study indicate that partially the independent variables
namely Voice and Accountability (VA) and Trade Openness (TO)
have a positive and significant effect on increasing economic growth
while the Government Effectiveness (GE) and Control of Corruption
(CC) variables have no significant effect on economic growth. in five
BRICS countries in 2014-2020. The results of the joint test
calculations show that all independent variables consisting of Voice
and Accountability (VA), Government Effectiveness (GE), Control
of Corruption (CC), and Trade Openness (TO) simultaneously have
a significant effect on economic growth.

Keywords: Good Governance, Trade Openness, Economic
Growth, Panel Data
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah "BRICS" awalnya digunakan untuk merujuk pada aliansi ekonomi
BRIC, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, dan Cina, pada tahun 2001 oleh
Jim O'Neal, seorang ekonom Amerika di lembaga keuangan global Goldman
Sachs (Priangani, 2015). Lebih lanjut menurut Priangani (2015) dengan
berjalannya waktu negara-negara BRIC ingin memperluas pengaruhnya pada
negara-negara berkembang dengan mulai menjalin kerja sama dengan Afrika
Selatan atas undangan Cina karena Cina sudah dulu mulai secara aktif
membina hubungan kerja baik di ekonomi, politik, dan investasi di benua
Afrika, yang berpotensi memasok bahan pangan, mineral, dan energi dunia,
di masa depan. Fajarlie (2022) menjelaskan bahwa negara-negara BRICS itu
organisasi antar pemerintahan internasional yang dibentuk sejak 2006 yang
dulunya bernama BRIC sebelum Afrika Selatan bergabung pada September
2010 dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama pada 16 Juni 2009 di
Kota Yekaterinburg, Rusia.

BRICS adalah lima negara yang tergabung dalam kelompok untuk
mendukung dan mewadahi negara-negara yang baru memasuki sektor
industri yang diyakini sebagai juru bicara negara berkembang dan diyakini
dapat mewakili hampir seperlima dari perekonomian global (Priangani,
2015). Dalam alasan perekonomian global negara-negara BRICS bertujuan
untuk menjaga stabilitas pertumbuhan negara, terutama pada saat negara-
negara anggota mengalami krisis ekonomi akibat pengaruh Eropa dan
Amerika. Asosiasi ekonomi BRICS juga bekerja untuk memainkan peran

penting dalam kelompok G20 dan G7 sebagai suara perwakilan negara-



negara berkembang untuk mendapatkan pengakuan secara global dan
membawa perubahan kuantitatif dengan bantuan yang diberikan.

Secara lingkup internasional melalui perannya dalam menyelesaikan masalah
di berbagai bidang, antara lain bidang militer, teknologi, hubungan
diplomatik antar bangsa, dan ekonomi dalam skala global (Puspitasari, 2011).
Priangani (2015) menjelaskan bahwa hegemonik AS pernah berfungsi
sebagai jangkar ekonomi global, tetapi telah berubah sebagai akibat
globalisasi, seperti yang terlihat oleh perdagangan bebas dan kebangkitan
negara-negara BRIC sebagai kekuatan ekonomi baru.

Kehadiran dan pencapaiannya, kelompok negara BRICS menjadi topik
penelitian yang menarik. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan
bahwa tahun 2001 sampai 2010, volume perdagangan negara-negara BRICS
meningkat rata-rata 28% per tahun, mencapai US$230 miliar pada tahun 2010
(Priangani, 2015). Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari USD 16 triliun,
atau 20% dari PDB global, negara-negara BRICS pada tahun 2014 memiliki
populasi sekitar tiga miliar, atau hampir 40% dari seluruh dunia.

Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BRICS Joint Statistical Publication 2020
bahwa share of population untuk negara Brazil sebesar 2,7%, Rusia sebesar
1,9%, India sebesar 17,3%, Cina sebesar 18,3%, dan Afrika Selatan sebesar
0,8% yang bearti sebesar 40,9% populasi dunia masih dikuasai oleh negara-

negara BRICS dan sisanya 59,1% untuk rest of the world.

Tabel 1. Informasi Umum Negara BRICS 2019

Negara Area of Teritory  Capital City Mid-year
(1000 km?) population

(Million
persons)

Brazil 8.516 Brasilia 210

Russia 17.125 Moscow 147

India 3.287 New Delhi 1.338

China 9.600 Beijing 1.398

South Africa 1.221 Pretoria 59

Sumber: BRICS Joint Statistical Publication (2020)

Tabel 1, menunjukkan bahwa untuk data terbaru pada pertengahan 2019

negara Brazil memiliki 210 penduduk juta orang dengan pembagaian area



kawasan 8.516 per 100 km?. Rusia memiliki 147 penduduk juta orang dengan
pembagian area kawasan 17.125 per 1000 km2. India memiliki 1.338
penduduk juta orang dengan pembagian area kawasan 3.287 per 1000 km?,
Cina memiliki 1.398 penduduk juta orang dengan pembagian area kawasan
9.600 per 1000 km? dan Afrika Selatan memiliki 59 penduduk juta orang
dengan pembagian area kawasan 1.221 per 1000 km?2. Data bank dunia 2019
menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto negara-negara BRICS mewakili
24% dari dunia (Fajarlie, 2020).

Berdasarkan laporan dari BRICS Joint Statistical Publication 2020 yang
menunjukkan Gross Domestic Product (GDP) dalam (current prices/billion
US$) negara-negara BRICS tahun 2019. Brazil memiliki 1840 Milyar USS$,
Rusia memiliki 1700 Milyar US$, India memiliki 2713 Milyar US$, Cina
memiliki 14.363 Milyar US$, dan Afrika Selatan memiliki 351 Milyar US$.
Untuk Per capita GDP dalam (current prices/US$), Brazil memiliki 8754
US$, Rusia memiliki 11.584 US$, India memiliki 2045 US$, Cina memiliki
10.276 US$, dan Afrika Selatan memiliki 5979 US$.

Untuk kegiatan ekonomi tahun 2019 pada share of primary industry to GDP,
Brazil memiliki 5,2%, Rusia memiliki 3,8%, India memiliki 2,3%, Cina
memiliki 7,1%, dan Afrika Selatan memiliki 10,4%. Untuk share of
secondary industry to GDP, Brazil memiliki 20,9%, Rusia memiliki 35,9%,
India memiliki 26,6%, Cina memiliki 39%, dan Afrika Selatan memiliki
20.9%. Untuk share of tertiary industry to GDP, Brazil memiliki 73,9%,
Rusia memiliki 60,3%, India memiliki 54,0%, Cina memiliki 53,9%, dan
Afrika Selatan memiliki 68,7%. Pada pembagian area kawasan untuk lahan
pertanian pada cereals production, untuk Brazil sebesar 99 juta ton (2018),
Rusia sebesar 121 juta ton (2019), India sebesar 273.5 juta ton (2019), Cina
sebesar 614 juta ton (2019), dan Afrika Selatan sebesar 19 juta ton (2019).
Untuk meat production, Brazil menghasilkan 25.091 (1000 tons) tahun 2017,
Rusia menghasilkan 10.866 (1000 tons) tahun 2019, India menghasilkan 8114
(1000 tons) tahun 2018, Cina menghasilkan 77.588 (1000 tons) tahun 2019,
dan Afrika Selatan menghasilkan 2893 (1000 tons) tahun 2017.



Bersumber dari BRICS Joint Statistical Publication 2020 bahwa value of
exports of goods and commercial services untuk Brazil sebesar 271.977 juta
US$ (2018), Rusia sebesar 481.493 juta US$ (2019), India sebesar 238.097
juta US$ (2019), Cina sebesar 2.643.377 juta US$ (2019), dan Afrika Selatan
sebesar 104.916 juta US$ (2019). Untuk foreign exchange reserves, Brazil
memiliki 365.544 juta US$ (2018), Rusia memiliki 433.297 juta US$ (2019),
India memiliki 481.892 juta US$ (2019), Cina memilki 3.107.924 juta US$
(2019), dan Afrika Selatan memiliki 55.058 juta US$ (2019).

Menjalin hubungan yang solid antar pada lima negara ini bukanlah hal yang
mudah. Negara-negara BRICS bergabung dengan asal benua yang berbeda,
Brazil dari Benua Amerika (Amerika Serikat), Rusia dari Benua Eropa Timur
untuk bagian barat dan Benua Asia untuk bagian utara. Sementara India dari
Benua Asia (Asia Selatan), Cina dari Benua Asia (Asia Timur), dan Afrika
Selatan dari Benua Afrika (Afrika Selatan). Perekonomian kelima negara
tersebut tidak saling melengkapi, sehingga tidak mampu menopang satu sama
lain. Negara-negara Asia lainnya adalah konsumen utama komoditas Cina,
dan ekonomi Brazil diarahkan untuk memenuhi permintaan negara-negara
Amerika Selatan. Selain itu, sistem politik negara-negara anggota BRICS

yang beragam membuat sulit untuk menyatukan mereka menjadi satu blok.

Secara khusus, ekonomi antar negara berbeda secara signifikan karena Afrika
Selatan lebih berpusat pada produk pertanian, Brazil menjual bahan mentah
dan produk industri, Cina hanya mengekspor barang industri, Rusia hanya
mengekspor bahan mentah, dan ekonomi India sebagian besar masih tertutup.
Akibatnya, negara-negara ini cukup beragam, namun pasar yang menarik

menyatukan negara-negara ambang industri ini (Priangani, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi suatu negara, yang
menghasilkan lebih banyak produk dan jasa, pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan merupakan salah satu indikator kemajuan

suatu negara (Marselina, 2021). Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu



indikator penting sebagai cerminan kondisi perekonomian suatu negara dan
dapat menjadi acuan dalam membuat serta merumuskan kebijakan
berdasarkan kondisi perekonomian yang sesuai. Nilai GDP yang menghitung
nilai produk dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja lokal dan asing selama
periode waktu tertentu dan disesuaikan dengan inflasi, dapat digunakan untuk
menentukan jumlah pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Aida et al.,
2021).

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditunjukkan oleh Kkinerja
perekonomian yang baik (Dewi & Triaryati, 2015). Namun, bagi beberapa
negara di dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi bukanlah tugas yang
mudah. Berbagai permasalahan, terutama di negara berkembang dan
terbelakang, akan berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi
negara tersebut, antara lain rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan,
tingginya angka kemiskinan, usia harapan hidup yang pendek, dan
ketimpangan pendapatan. Sehingga permasalahan yang sering dijumpai
memang tak dipungkiri muncul menjadi persoalan serius dan sekaligus

menjadi tujuan jangka panjang banyak negara (Todaro & Smith, 2011).

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Negara BRICS 2014-2020 (Persen)

Tahun Brazil Rusia India Cina Afrika Selatan
2014 0.5 0.74 7.41 7.43 1.41
2015 -3.55 -1.97 8 7.04 1.32
2016 -3.28 0.19 8.26 6.85 0.66
2017 1.32 1.83 6.8 6.95 1.16
2018 1.78 2.81 6.45 6.75 1.49
2019 1.22 2.2 3.74 5.95 0.11
2020 -3.88 -2.68 -6.6 2.24 -6.43
Rerata -0.84 0.45 4.87 6.17 -0.04

Sumber: World Bank (2022), data diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa lima negara BRICS yaitu Brazil sebesar -0,84%,
Rusia sebesar 0,45%, India sebesar 4,87%, Cina sebesar 6,17%, dan Afrika
Selatan sebesar -0,04% memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun
2014 hingga 2020. Setiap tahunnya, kelima negara tersebut menghadapi
kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda dari lima negara tersebut dapat
dapat terjadi karena peningkatan dan penurunan faktor produksi dan efek



pandemi Covid-19 pada tahun 2020. World Economic Outlook memprediksi
pertumbuhan ekonomi BRICS global akan kembali tumbuh positif bahkan
melampaui Euro Area (Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol) dan ASEAN
(Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam), yaitu sebesar 5,12%
rata-rata (IMF, 2020). Ramalan tersebut terbukti dengan laporan perekonomian
IMF tahun 2021 yang diperlihatkan dalam Gambar 1. di bawah ini.

Pertumbuhan Ekonomi

6,2
52

Persen

S , N W s~ 01O N

2021
EBRICS ®=EURO AREA-4 ASEAN-5

Sumber: World Economic Outlook from International Monetary
Fund (2021), data diolah

Gambar 1.Pertumbuhan ekonomi BRICS, EURO AREA-5, dan ASEAN-5
2021 dalam persen secara rata-rata.

Berdasarkan Gambar 1, bahwa secara rata-rata pada 2021 yang memiliki
pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kelompok Negara BRICS sebesar 6,2%
dibandingkan Kelompok Negara EURO AREA-4 dan ASEAN-5 yang sebesar
5,2% dan 3,4%. Hal yang menarik adalah pergerakan pertumbuhan ekonomi
yang tak menentu dalam periode 2014-2020 dan kembali meningkat secara
positif pada 2021 dengan baik yang dialami BRICS ini merupakan suatu
capaian yang bagus di tengah perekonomian yang sedang dalam pemulihan.
Bahkan, sebelumnya karya besar oleh Jim O’Neil dengan mengeluarkan buku
terbarunya, “The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICS and
Beyond,” yang kurang lebih isinya bahwa BRICS yang lebih khusus pada

empat negara terbesarnya yaitu Brazil, Rusia, Cina, dan India diprediksi akan



tumbuh sebagai wilayah pertumbuhan terbesar abad ke-21 karena mengingat
perkembangan masa depan dalam perekonomian global dan wilayah
pertumbuhan potensial memiliki potensi besar di masa depan nantinya (O'Neil,
2011). Negara-negara BRICS memiliki kinerja ekonomi yang jauh lebih baik
dibanding negara maju karena terjadi ekspansi ekonomi akibat peningkatan
input, skala besar populasi, dan sumber daya (Radulescu et al., 2014).
Peringkat efisiensi rata-rata global dimiliki oleh negara berkembang di posisi
teratas (India, Cina, dan Brazil) yang menonjol di atas rata-rata (Camioto &
Pulita, 2022). Dengan demikian, sangat penting untuk variabel relevan saat ini
yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS.

Jika diperhatikan, pertumbuhan ekonomi sering dikaji secara luas dengan
menggunakan faktor-faktor ekonomi antara lain investasi, suku bunga, inflasi,
FDI (Foreign Direct Investment), pajak, dan lain-lain. Wibowo (2013)
berpendapat bahwa dewasa ini, tata kelola yang baik dapat mendorong
berjalannya mekanisme pasar yang efisien, sehingga menarik untuk mengkaji
variabel-variabel kuantitatif yang jarang diteliti dari sudut pandang tata kelola.
Mahriun & Putri (2020) mengemukakan bahwa bantuan atau sumbangsih
peran dari berbagai pihak terutama pemerintah sangat dibutuhkan dalam
perekonomian sebagai wujud atas kegiatan ekonomi suatu negara selalu
menjadi faktor utama yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu negara
dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Kebijakan yang dirancang dan
ditetapkan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi diharapkan
nantinya dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut. Pendukung awal
gagasan tata pemerintahan yang baik adalah Bank Dunia, UNDP, dan Bank
Pembangunan Asia (ADB) lalu berbagai pakar, khususnya di negara-negara
terbelakang, telah mengembangkan mengenai konsep pemerintahan (Annur,
2019).

Samarasinghe (2018) berpendapat bahwa tata kelola merupakan konsep yang
luas dan kompleks dengan pilar-pilarnya. Pengkajian mengenai peran Good
Governance yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 30 tahun
belakangan ini telah dilakukan yang terbukti dengan munculnya beberapa studi



pustaka seperti yang dilakukan tokoh terkenal Daniel Kaufmann di 2002 dan
2010 (Kaufmann, 2010). Hasil penelitian yang didapat Kaufmann muncul
menjadi inspirasi bagi penelitian seterusnya dengan berbagai metode regresi
Widjanarko (2021) bahwa enam indikator terkait memiliki pengaruh dengan
efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut bahwa hasil penelitian
lainnya menghasilkan dengan adanya perbaikan pada Good Governance dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi tepatnya terdapat dua indikator penting

yaitu efektivitas pemerintah dan supremasi hukum (Adzima & Baita, 2019).

Kajian empiris oleh Widjanarko (2021) mengungkapkan bahwa stabilitas
politik dan kebebasan berpikir dan bertindak berdampak besar terhadap
pertumbuhan ekonomi. Studi empiris juga telah dilakukan di 21 negara di
Afrika Utara dan Timur Tengah (MENA) menghasilkan bahwa jika terjadi
peningkatan capaian satu unit maka terjadi kenaikan sebesar dua persen pada
pendapatan per kapita (Emara & Chiu, 2016). Alam et al., (2017)
menggunakan data panel dari 81 negara menunjukkan bahwa efisiensi
pemerintah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjelasan
lebih lanjut diberikan, menekankan peran penting tata pemerintahan yang baik
dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan dalam Millenium
Development Goals (MDGs).

Menurut hasil kajian dari Radzevica & Bulderberga (2018) mengenai dampak
dari beberapa pendorong indikator kelembagaan pada pertumbuhan ekonomi
dengan menggunakan indikator pemerintahan yang baik menghasilkan
efektivitas pemerintah dan kualitas peraturan berpengaruh positif pada
pertumbuhan ekonomi. Studi empiris juga dilakukan di Cina yang
menghasilkan bahwa kualitas tata kelola memiliki pengaruh positif pada
pertumbuhan ekonomi karena tata pemerintahan yang baik memperkuat
“bantuan” atau melemahkan “indikasi perebutan” kekuasaan (Liu et al., 2018).
Menurut temuan penelitian oleh Liu et al., (2018), kualitas kelembagaan dapat
mendorong aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut karena berdampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 29 negara berkembang dari tahun
2002 hingga 2015.



Indikator tata kelola memiliki pengaruh dan pada akhirnya menentukan
kemajuan ekonomi negara dalam dua cara. Pertama, tata kelola yang lebih baik
menciptakan serangkaian lembaga penting yang meningkatkan produktivitas
modal manusia dan fisik, dan menarik investasi untuk mengembangkan modal
manusia dan fisik. Kedua, tata kelola yang lebih baik meningkatkan lembaga-
lembaga utama negara dan menciptakan seperangkat kebijakan pemerintah
yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi sehingga institusi dan
kebijakan pemerintah yang lebih baik membuat lingkungan yang menarik
untuk investasi yang tinggi dalam manusia dan fisik pengembangan modal,
sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi (Samarasinghe, 2018). Setiap
negara terutama yang tergolong negara berkembang berkeinginan untuk
melakukan berbagai bidang dengan harapan dapat mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi sehingga terjadi kemakmuran masyarakat dan tercapainya
keadilan dengan pemerataan pendapatan yang dirasakan.

Dalam Governance Capacities in the BRICS from Sustainable Governance
Indicators disebutkan bahwa terlepas dari peningkatan yang mengesankan dan
potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut pada negara-
negara BRICS, ternyata negara-negara BRICS dihadapkan dengan masalah
pembangunan internal yang serius sehingga pencegahan dan penyelesaian
secara efektif sangat diperlukan agar tetap di jalur pembangunan yang kuat
sambil memastikan keberlanjutan jangka panjang (Stiftung, 2013). Kelemahan
BRICS diidentifikasi adalah tingkat korupsi yang tinggi dan ideologi politik
yang berbeda (Radulescu et al., 2014). Mengingat kondisi sosial ekonomi dan
politik yang berbeda yang membuat mekanisme penyelesaian permasalahan

akan berbeda satu negara ke negara lainnya.

Kelompok BRICS apabila disandingkan perekonomian satu sama lain secara
umum dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan diversifikasi di Cina,
perekonomian yang didominasi oleh bahan mentah di Rusia, shrinking
societies (penyusutan masyarakat atau partisipasi masyarakat yang terbatas) di

Cina dan Rusia, pertumbuhan populasi di India, sistem otoriter, pluralistik
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demokrasi dan strategi pembangunan yang didorong oleh ekonomi nasional
yang diliberalisasi (Joeriben & Steinhilber, 2008).

Pemerintahan sebagai perangkat institusi tradisi dan institusi untuk
menjalankan kewenangannya (Kaufmann et al.,, 2010). Suara dan
Akuntabilitas, Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan, Efektivitas
Pemerintah, Kualitas Regulasi, Supremasi Hukum, dan Pengendalian Korupsi
adalah enam karakteristik yang disebut Worldwide Governance digunakan
untuk mengukur tata kelola (Governance). Menurut tiga laporan Bank Dunia,
pemerintahan yang stabil, kondisi sosial ekonomi yang membaik, dan
pemerintahan yang baik semuanya berjalan seiring. Tata kelola yang baik dapat
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pemberian pinjaman dan
hibah (Kaufmann et al., 2011).

Tabel 3. Indikator Good Governance BRICS Berdasarkan Rata-Rata per Tahun

2014-2020

Negara VA PS GE RQ RL CC

Brazil 280 -283 -207 098 -138 -3.02
Rusia -761 534 -099 -338 559 -6.14
India 244  -6.23 091 -189 -022 -218
Cina -11.08  -2.69 337 -183 -183 -1.72
Afrika Selatan 455 -1.52 0.90 0.76 -0.38 -0.32
Rerata -1.78  -3.72 042 -146 -1.88 -2.68

Sumber: World Bank (2022), data diolah

Tabel 3, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan baik dari urutan
tertinggi secara rata-rata BRICS terdapat pada indikator Government
Effectiveness (0.42), Regulatory Quality (-1.46), Voice and Accountability (-
1.78), Rule of Law (-1.46), Control of Corruption (-2.68), dan Political
Stability and Absence of Violence (-3.72).

Tiga dari enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini, Voice and
Accountability (VA), Government Effectiveness (GE), dan Control of
Corruption (CC) yang dipilih berdasarkan enam indikator Good Governance
dengan skor rata-rata tertinggi pada Tabel 3 yang berpotensi memberikan
dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS.

Indikator Pengendalian Korupsi digunakan sebagai pengganti indikator
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Kualitas Regulasi karena penelitian sebelumnya oleh Wibowo (2013) dan
Bayar (2016) tidak menemukan pengaruh yang jelas antara Kualitas Regulasi

dan pertumbuhan ekonomi.

Karena pembuat kebijakan dan rent seeker tetap mengabaikan kepentingan
pihak yang seharusnya lebih berhak menikmati dan diuntungkan dari
pelaksanaan kebijakan tersebut, padahal pemerintah mampu membuat dan
melaksanakan kebijakan dan peraturan publik serta mengembangkan sektor
swasta sebagai implementasi dari Kualitas Regulasi, hal ini masih belum bisa
dijadikan tolak ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wibowo,
2013). Kepentingan masyarakat di negara BRICS masih kurang diperhatikan
yang ditunjukkan oleh ketimpangan sosial yang melebar yang terus membebani
negara (Hartmann et al., 2011). Menurut Kaufmann et al., (2010) bahwa
kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan kebijakan untuk
mendorong perluasan sektor swasta digambarkan dengan kualitas regulasi,
tetapi sebagai indikator pelengkap tata kelola dari efektivitas pemerintah.
Untuk indikator Rule of Law tidak dipilih karena pengoperasian Rule of Law di
negara-negara maju akan lebih terlihat dan kuat daripada di negara berkembang
sehingga ketika negara berkembang menderita dari gangguan aturan hukum
yang ditunjukkan lemahnya pengaruhnya maka ada kemungkinan peningkatan
korupsi, pengambilalihan dan kekerasan akan bermunculan (Haggard & Tiede,
2011). Stiftung (2013) mengamati bahwa perbedaan antara negara-negara
industri dan berkembang sangat besar artinya aturan hukum di negara
berkembang termasuk negara anggota BRICS belum secara baik ditegakkan.

Alasan indikator Political Stability and Absence of Violence tidak dipilih
karena pertimbangan bahwa BRICS memiliki sistem politik yang berbeda-beda
(Priangani, 2015) dan hasil temuan penelitian lain, stabilitas politik secara
statistik tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Pere,
2015). Pernyataan ini dibuktikan juga oleh Wibowo (2013) bahwa
ketidaksignifikan stabilitas politik karena stabilitas politik dan pertumbuhan
ekonomi adalah tujuan yang independen. Kemajuan yang dibuat menuju satu
tujuan tidak selalu berkorelasi dengan kemajuan yang dibuat untuk mencapai
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stabilitas politik juga, hanya berdampak kecil pada alokasi anggaran yang
dibuat oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas politik.

Hasil penelitian diperkuat lagi oleh Mahriun & Putri (2020) bahwa hasil
estimasi stabilitas politik tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian
karena termasuk wilayah yang bebas konflik dan perang, seperti dalam
pemilihan pemimpin pemerintahan, hanya terjadi guncangan politik pada masa
pemilihan tersebut tidak menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga
keadaan perekonomian akan kembali stabil dalam jangka pendek dan selama
terjadinya proses pergantian atau pemilihan pemerintah, meskipun terjadi
kerusuhan atau demonstrasi tetapi kegiatan perekonomian dan bisnis masih
tetap berlangsung atau terjadi guncangan dari faktor eksternal, seperti perang
dagang yang dilakukan AS-Cina juga dapat mengakibatkan perekonomian
terguncang namun dalam jangka pendek dan terjadi secara natural maka tidak
akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan Voice and Accountability,
Government Effectiveness, dan Control of Corruption adalah indikator tata
kelola utama pemerintahan dari indikator Good Governance lainnya. Penelitian
sebelumnya menghasilkan perpaduan dalam mengelola Control of Corruption,
Political Stability and Absance Violance dalam penelitian ini diganti
Government Effectiveness, dan Voice and Accountability secara efektif dapat
mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Samarasinghe, 2018).
Begitpula pula hasil studi oleh Yuslian (2021) bahwa Voice and Accountability,
Government Effectiveness, dan Control of Corruption berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan
merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah yang
memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang
dapat mendorong perekonomian sekaligus memenuhi tanggung jawabnya
untuk menjaga stabilitas ekonomi. Partisipasi dan koordinasi tiga peran utama

pejabat pemerintah, masyarakat umum, dan sektor swasta yang menentukan
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efektivitas kebijakan pemerintah dalam kerangka Good Governance.
Tumbuhnya pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari efektivitas
pemerintahan itu sendiri (Annur, 2019). Pernyataan ini ditegaskan kembali
olen Mahriun & Putri (2020) bahwa campur tangan pemerintah dalam
perekonomian perlu dilakukan sebab apabila perekonomian tidak dikendalikan
dengan kebijakan dan peraturan akan menyebabkan timbulnya berbagai

masalah yang akan berakhir pada kerugian negara.

Tabel 4. Voice and Accountability Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)

Tahun Brazil Rusia India Cina Afrika Selatan
2014 0.47 -1.04 0.41 -1.62 0.64
2015 0.46 -1.09 0.43 -1.66 0.65
2016 0.45 -1.13 0.44 -1.56 0.65
2017 0.45 -1.09 0.39 -1.50 0.63
2018 0.37 -1.07 0.35 -1.46 0.63
2019 0.30 -1.12 0.27 -1.63 0.65
2020 0.30 -1.07 0.15 -1.65 0.70

Rerata 0.40 -1.09 0.35 -1.58 0.65

Sumber: World Bank (2022), data diolah

Voice and Accountability adalah mencerminkan seberapa besar partisipasi
penduduk suatu negara yang dapat mempengaruhi pembentukan
pemerintahannya, termasuk partai dan kandidat yang mereka dukung, serta
kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpendapat. Tabel 4, menunjukkan
bahwa pencapaian Afrika Selatan, Brazil, dan India antara tahun 2014 dan 2020
menunjukkan kualitas yang lemah dengan rata-rata masing-masing 0,65, 0,40,
dan 0,35. Rusia dan Cina, sebaliknya, menunjukkan kualitas yang relatif buruk
dengan nilai rata-rata masing-masing -1,09 dan -1,58, namun masih lebih buruk

dari negara lain, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di bawabh ini.:
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Gambar 2. Hubungan Voice and Accountability dan Pertumbuhan Ekonomi
Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 2, menunjukkan Voice and Accountabilty para pembuat keputusan
dalam pemerintah yang baik, ternyata terdapat pengaruhnya terhadap
Pertumbuhan Ekonomi pada lima negara tersebut yang terlihat adanya indikasi
pergerakan fluktuatif yang cukup tajam sehingga sangat diperlukan adanya
Voice and Accountabilty yang jelas dan dimungkinkan untuk membatasi
pengambilan keputusan yang berbahaya bagi masyarakat terutama dalam
kegiatan ekonominya. Fenomena pergerakan fluktuatif cukup tajam terjadi pada
Cina dan Afrika selatan yaitu saat capaian Voice and Accountability yang lemah
namun pertumbuhan ekonomi yang diperoleh cukup baik bahkan Cina

merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara rata-rata di BRICS.

Studi empiris dari Wibowo (2013) menghasilkan bahwa Voice and
Accountability sebagai salah satu variabel kualitas pemerintahan yang tidak
memberikan hasil yang berarti sehingga bukanlah yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Rendahnya Voice and Accountability antara lain
disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih apatis dan memilih untuk
tidak menggunakan hak pilihnya (abstain), serta maraknya praktik jual beli suara
juga dapat menurunkan penilaian terhadap Voice dan Accountability yang
tentunya akan berpengaruh pada efektifitas pemerintahan negara. Penelitian

sebelumnya telah menemukan bahwa suara dan akuntabilitas berdampak negatif
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dan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena demokrasi yang lebih
besar memerlukan suara dan akuntabilitas yang lebih besar, yang pada gilirannya
memungkinkan munculnya banyak partai politik namun reformasi ekonomi
lebih sulit di bawah banyak partai politik karena reformasi menciptakan
peningkatan risiko politik untuk masa jabatan berikutnya bagi partai penguasa
yang ada (Gani, 2011).

Keputusan politik elit didasarkan pada kepentingan pribadi dan ketidakpastian
sementara tidak boleh mengambil tindakan yang diperlukan untuk melakukan
reformasi kebijakan di bawah kepentingan pribadi dan ketidakpastian sehingga
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Adam, 2000). Berbeda dengan
temuan penelitian Bayar (2016) bahwa suara dan akuntabilitas, termasuk tidak
adanya kekerasan dan terorisme, berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi
karena ketika warga negara merasa bahwa preferensi mereka tercermin secara
akurat di lembaga pemerintah dan mereka menerima barang publik yang cukup,
rasa memiliki mereka tumbuh, yang pada gilirannya meningkatkan keinginan
mereka untuk berkontribusi pada negara mereka. Samarasinghe (2018)
mendukung ini, mengatakan bahwa sangat penting untuk mengelola indikator
Suara dan Akuntabilitas dengan benar karena merupakan salah satu faktor kunci

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5. Government Effectiveness Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)

Tahun Brazil Rusia India Cina  Afrika Selatan
2014 -0.18 -0.19 -0.23 0.35 0.16
2015 -0.23 -0.29 0.11 0.44 0.12
2016 -0.22 -0.29 0.09 0.38 0.13
2017 -0.29 -0.15 0.07 0.44 0.10
2018 -0.50 -0.06 0.30 0.52 0.13
2019 -0.21 0.07 0.16 0.56 0.16
2020 -0.44 -0.08 0.41 0.68 0.10

Rerata -0.30 -0.14 0.13 0.48 0.13

Sumber: World Bank (2022), data diolah
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Government Effectiveness adalah salah satu indikator efektivitas pelayanan
publik, pelayanan sipil, eksekusi kebijakan, dan komitmen pemerintah terhadap
kebijakan. Tabel 5 menunjukkan bahwa kualitas rata-rata untuk lima negara
BRICS yaitu Cina, India, Afrika Selatan, dan Rusia, masing-masing adalah 0,48,
0,13, dan 0,13. Nilai rata-rata masing-masing -0,14 dan -0,30, Rusia dan Brazil
juga menunjukkan kualitas yang buruk, tetapi lebih tinggi dari negara lain,

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.:
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Gambar 3. Hubungan Government Effectiveness dan Pertumbuhan Ekonomi
Negara BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 3, menunjukkan bahwa kemampuan lima negara BRICS dalam
mengelola diri secara efektif berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi di
negara-negara tersebut dan terlihat pula terdapat fenomena pergerakan fluktuatif
yang awalnya berjalan sesuai arah positif namun pada Afrika Selatan terlihat
pergerakan cukup tajam pada pertumbuhan ekonomi saat capaian efektivitas
pemerintah cukup kuat. Menurut penelitian empiris Wibowo (2013),
peningkatan kualitas pelayanan publik di suatu negara justru menurunkan laju
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian
Bayar (2016) yang menemukan hubungan menguntungkan antara efektivitas

pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Demarani (2018), efektivitas dan kualitas pelayanan publik suatu

negara berarti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membuat



17

kebijakan dan menyediakan layanan publik akan lebih rendah, yang akan
berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, biaya yang
ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dan
pelayanan publik akan menjadi lebih rendah, dan kualitas pelayanan publik suatu

negara akan meningkat.

Tabel 6. Control of Corruption Negara BRICS 2014-2020 (Indeks)

Tahun Brazil Rusia India Cina Afrika Selatan
2014 -0.37 -0.92 -0.46 -0.34 -0.12
2015 -0.43 -0.95 -0.38 -0.27 -0.04
2016 -0.42 -0.82 -0.31 -0.24 0.04
2017 -0.54 -0.89 -0.27 -0.27 -0.10
2018 -0.46 -0.85 -0.21 -0.26 -0.11
2019 -0.39 -0.8 -0.28 -0.29 0.02
2020 -0.41 -0.91 -0.27 -0.05 -0.01

Rerata -0.43 -0.88 -0.31 -0.25 -0.05

Sumber: World Bank (2022), data diolah

Control of Corruption merepresentasikan persepsi tentang sejauh mana
kekuasaan publik digunakan untuk kepentingannya sendiri, baik korupsi kecil
maupun besar, serta “perebutan” negara oleh para elit (pemerintah) dengan saksi
yang berlaku. Tabel 6 menunjukkan bahwa prestasi Control of Corruption lima
negara BRICS dari tahun 2014-2020 untuk Rusia, Brazil, India, dan Cina
memiliki indeks kualitas yang lemah dengan rata-rata -0.88, -0.43, -0.31, dan -
0.25 untuk setiap negara. Afrika Selatan berkinerja buruk dalam indeks
pengendalian korupsi tetapi lebih baik dari negara lain, dengan skor indeks rata-
rata -0,05, seperti yang dapat dilihat dari Gambar 4 di bawabh ini:
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Gambar 4. Hubungan Control of Corruption dan Pertumbuhan Ekonomi Negara
BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 4, menunjukkan Control of Corruption para pembuat keputusan dalam
tata kelola pemerintah yang baik ternyata terdapat pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi pada lima negara tersebut yang terlihat adanya indikasi
pergerakan fluktuatif yang berbeda. Fenomena ini dapat dilihat bahwa saat
capaian kontrol korupsi dari Rusia, India, Cina dalam kategori lemah namun
pertumbuhan ekonomi mereka masih dalam nilai yang cukup bertahan di angka
positif secara rata-rata sementara untuk Brazil sesuai dengan angka kontrol
korupsi yang buruk atau lemah maka pertumbuhan ekonomi turun atau
menyentuh angka mines. Berbeda dengan Afrika Selatan dengan capaian kontrol
korupsi yang lebih baik dari negara lainnya meskipun masih masuk golongan
lemah tetapi pertumbuhan ekonomi yang dicapai mengalami penurunan dan
menyentuh angka mines secara rata-rata. Sehingga sangat diperlukan Control of

Corruption yang jelas dalam pelaksanaan pemerintah yang baik.

Hasil studi menunjukkan korupsi tidak berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan
ekonomi (Pere, 2015). Bertentangan dengan ini, menyimpulkan ada penurunan
pertumbuhan 0,72% tingkat per 1% peningkatan tingkat korupsi akibat
ketidakstabilan politik (Mo, 2001). Menurut studi yang berbeda, pengaruh
korupsi bervariasi dari satu negara ke negara lain tergantung pada sistem politik
negara saat ini (Aidt et al., 2008).
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Hasil studi lainnya dihasilkan oleh Demarani (2018) bahwa terdapat hubungan
positif pengendalian korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan pernyataan ini
didukung oleh hasil uji Samarasinghe (2018) bahwa pengendalian korupsi
merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan satu unit
dalam pemberantasan korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat
6,9%.

Ternyata selain unsur internal governance, variabel eksternal juga dapat
berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Faktor keterbukaan perdagangan
merupakan salah satu unsur eksternal yang akhir-akhir ini menarik perhatian
para pakar dan beberapa organisasi internasional (Yuslian, 2021). Salah satu
faktor yang cukup berpengaruh adalah semakin pesatnya era globalisasi yang
tersebar di seluruh belahan dunia dan hal membuat koneksi antar negara lebih
terbuka, seperti halnya yang terjadi di lima negara: Afrika Selatan, Brazil, Rusia,
India, dan Cina terintegrasi pada sebuah organisasi bernama BRICS.

Perdagangan menciptakan ruang yang menguntungkan bagi BRICS dengan
hubungan ekonomi yang kuat di antara negara-negara BRICS dapat mengurangi
kemungkinan konflik dan menciptakan kemungkinan suasana global yang damai
(Shameem & Jayaprasad, 2020). Sejak didirikan pada tahun 2006, kelompok
negara ini telah berkomitmen penuh untuk memperkuat dan memperluas
hubungan dalam perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota dan
seluruh dunia (Shayanewako, 2018). Negara-negara yang tergabung dalam
BRICS telah menempatkan penekanan besar pada pembangunan infrastruktur
yang difasilitasi oleh Bank Pembangunan BRICS dan sepenuhnya
memanfaatkan berbagai peluang impor dan ekspor yang disajikan oleh upaya
kolaboratif ekonomi (Huang & Chang, 2014). Kebijakan perdagangan BRICS
telah berorientasi pada kerjasama perdagangan regional dan ekspansi ke pasar
internasional yang mengakibatkan peningkatan perdagangan antar negara
BRICS sebesar 70% antara 2009 dan 2015 (World Bank, 2015).
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Tabel 7. Value of Imports and Exports of Goods and Commercial Services

(Million US$)
Country Year Value
Brazil 2018 532.641
Russia 2019 836.255
India 2019 600.088
China 2019 5.122.632
South Africa 2019 208.063

Sumber: BRICS Joint Statistical Publication (2020), data diolah

Menurut informasi terbaru dalam publikasi BRICS 2020 (Tabel 7), PDB Brasil
mencapai 532,641 juta US$ pada tahun 2018, Rusia mencapai 836,255 juta,
India mencapai 600,088 juta, China mencapai 5.122.632 juta, dan Afrika Selatan
mencapai 208.063 juta. Dapat diketahui bahwa pencapaian yang cukup besar
dengan nilai tertinggi diduduki oleh Cina.

BRICS muncul dari krisis ekonomi global pada abad ke-21, berupaya
meningkatkan sistem keuangannya dengan mengembangkan mata uang baru
untuk menggantikan dolar dan sistem pembayaran internasional baru untuk
menjaga stabilitas devisa setiap negara anggota (Ismanthono, 2010). Tujuan
lainnya adalah untuk menegakkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi
semua orang, serta untuk mempromosikan negara-negara berkembang dalam
domain seperti perdagangan, teknologi, dan hubungan diplomatik antar negara
(Puspitasari, 2011).

Memperluas keterbukaan ekonomi, khususnya keterbukaan perdagangan dan
keuangan, merupakan ciri khas periode globalisasi. Keterbukaan perdagangan
bermanfaat untuk memperluas arus pasar, yang dapat digunakan untuk
menghemat biaya dan meningkatkan daya saing dan kesempatan Kkerja.
Keterbukaan keuangan, sementara itu dapat mendorong investasi internasional,
mempercepat masuknya modal dan memfasilitasi transfer teknologi (Hidayah et
al., 2020). Disparitas biaya dan manfaat suatu produk yang dihasilkan suatu
negara membuat negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
setempat. Keterbukaan ekonomi dalam hal perdagangan dipandang mampu

mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara (Assidig, 2019).
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Setiap negara dapat saling menukar komoditas produksi yang tidak dapat
diproduksi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berkat
keterbukaan sistem ekonomi demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan. Pernyataan ini dibuktikan oleh Raghutla (2020) bahwa dalam
penelitiannya dihasilkan keterbukaan perdagangan memainkan peran penting
dalam mendorong pembangunan ekonomi Afrika Selatan, Brazil, Rusia, India,
dan Cina. Khalid (2022) dengan studi empirisnya menghasilkan bahwa
perdagangan terbuka berpengaruh positif signifikan di Turki. Sebelumnya kajian
lain oleh Alam & Sumon (2020) menghasilkan bahwa Trade Openness dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 15 negara Asia periode 1990-2017.

Keterbukaan ekonomi dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu
negara dengan memberikan peluang untuk mengekspor komoditas dan
mengimpor barang yang faktor produksinya menggunakan sumber daya yang
melimpah menurut teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Mudakir &
Nuraini (2019) berpendapat bahwa peluang untuk mengekspor barang dengan
pemanfaatan sumber daya yang melimpah dapat diciptakan melalui keterbukaan
ekonomi. Jika diproduksi di dalam negeri, produksinya mahal. Ada dua jenis
utama sistem ekonomi di dunia yaitu sistem ekonomi terbuka dan tertutup.
Negara-negara dengan sistem ekonomi terbuka sering terlibat dalam
perdagangan internasional dan jenis kerjasama lainnya, sedangkan negara-
negara dengan sistem ekonomi tertutup berusaha untuk mengisolasi diri dari
negara lain, yang berarti negara tersebut melakukan produksi perdagangan
sendiri tanpa melakukan ekspor ataupun impor (Yuslian, 2021).
Tabel 8. Trade Openness Negara BRICS 2014-2020 (Persen)

Tahun Brazil Rusia India  Cina  Afrika Selatan

2014 2469 478 48.92 4491 59.50

2015 2695 4936 4192 3946 56.73

2016 2453 46,52 40.08 36.89 55.86

2017 24.32 46.88 40.74 37.63 53.54

2018 28.88 5158 43.62 3757 5451

2019 28.89 4923 3996 3589 54.15

2020 3289 4596 37.81 3459 5113

Rerata 27.31 48.19 4186 38.13 55.06
Sumber: World Bank (2022), data diolah
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Data di atas mencerminkan bahwa ke lima negara BRICS melakukan
perdagangan internasional. Menurut Tabel 9, tingkat rata-rata perdagangan
terbuka antara lima negara BRICS dari tahun 2014 hingga 2020 adalah 27,31%
untuk Brazil, 48,19% untuk Rusia, 41,86% untuk India, 38,13% untuk Cina, dan
55,06% untuk Afrika Selatan. Afrika Selatan mencapai tingkat keterbukaan
tertinggi sementara Brazil mencapai tingkat terendah. Untuk melihat pengaruh
keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi digambarkan pada Gambar

5 di bawah ini.
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Gambar 5. Hubungan Trade Openness dan Pertumbuhan Ekonomi Negara
BRICS Berdasarkan Rata-rata per Tahun

Gambar 5, menunjukkan pergerakan keterbukaan perdagangan yang ternyata
terdapat pola hubungan dengan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata pada lima
negara BRICS. Dalam gambar tersebut terdapat suatu fenomena yang menarik
yaitu di Afrika Selatan, saat besaran nilai Trade Openness tertinggi secara rata-
rata tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada 0,04%. Sementara
negara lainnya menunjukkan hubungan positif keterbukaan perdagangan
terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Organisasi IMF yang
menganggap bahwa Trade Openness bahwa berdampak pada pertumbuhan

ekonomi suatu negara (Yuslian, 2021).



23

Hasil penelitian Nuraini & Mudakir (2019) bahwa terdapat pengaruh positif
signifikan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dan salah satu
yang mendasari hal tersebut karena keterbukaan adalah cara untuk mendorong
pertumbuhan melalui lebih banyak akses ke pasar dan penelitian dan
pengembangan. Sebelumnya studi empiris juga menghasilkan hubungan positif
keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi
untuk meningkatkan akses ke barang dan jasa, alokasi sumber daya yang efisien
dan peningkatan produktivitas faktor total melalui difusi teknologi dan
pengetahuan (Frankel & Romer, 1999). Menurut studi oleh Shayanewako
(2018), keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara
BRICS terdapat pengaruh positif. Hasil studi lain bahwa kelompok BRICS
adalah negara berkembang atau negara industri baru, namun memiliki ekonomi
yang berkembang pesat dan berdampak besar pada urusan lokal dan
internasional karena liberalisasi perdagangan yang signifikan sehingga
kemajuan dalam perdagangan intra-regional dan internasional telah
membongkar semua hambatan tarif dan non-tarif perdagangan di wilayah
tersebut (Rani & Kauro, 2018). Di sisi lain, berpendapat bahwa tidak ada
hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi karena dapat
menjadi penghambat pertumbuhan dengan menaikkan harga barang dan jasa dan
lebih menonjol pada negara yang mengkhususkan diri dalam produksi dan
ekspor serta tunduk pada guncangan persyaratan perdagangan (Hausmann et al.,
2007).

Pemilihan Good Governance dan Trade Openness didukung oleh berbagai studi
empiris seperti, Samarasinghe (2018) menemukan terdapat pengaruh Good
Governance terhadap pertumbuhan ekonomi vyaitu tepatnya variabel
pengendalian korupsi. Variabel pengendalian korupsi yang merupakan penentu
penting pertumbuhan ekonomi dan peningkatan satu unit dalam pengendalian
korupsi menyebabkan rata-rata peningkatan 6,9 % dalam PDB riil per kapita
pada tingkat signifikansi, jika semua variabel lainnya tetap. Perpaduan yang
tepat antara pengendalian korupsi dan stabilitas politik akan memiliki efek
positif pada akumulasi modal manusia dan fisik, meningkatkan kualitas lembaga
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dan infrastruktur sosial lainnya, dan dengan demikian meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

Negara perlu meningkatkan stabilitas politik dan pengendalian korupsi untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga terdapat Demarani (2018)
melakukan penelitian, dan temuan menunjukkan pengaruh yang positif
signifikan efektifitas pemerintah, kualitas peraturan, penegakan hukum, dan
kontrol korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut diperkuat
kembali oleh Annur (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence, dan
Voice and Accountability terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif
signifikan. Terdapat pula penelitian baru yang dilakukan oleh Mahriun & Putri
(2020) juga menegaskan bahwa terdapat pengaruh tata pemerintahan yang baik,

yaitu pengurangan korupsi pada pertumbuhan ekonomi.

Kajian serupa telah dilakukan di bidang keterbukaan perdagangan dan hal
tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan ekonomi berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan
positif yang signifikan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan
ekonomi (Hidayah et al., 2020). Hasil penelitian Yuslian (2021) mendukung
penelitian Hidayah et al., (2020) bahwa Trade Openness dan Government
Effectiveness, Control of Corruption, dan Voice and Accountability dapat
berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait dua variabel bebas
yang digunakan sebelumnya telah dibuktikan pula oleh Silberberger (2015)
menghasilkan bahwa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
ditekankan bahwa dua variabel ini menjadi penentu potensial karena
pertumbuhan ekonomi positif suatu negara diperkuat oleh kerangka tata kelola

pemerintahan yang baik dan didukung hubungan integrasi ekonomi yang kuat.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang indeks tata
kelola yang baik dan keterbukaan perdagangan dapat secara signifikan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara BRICS berdasarkan

konteks yang telah dibahas dengan judul “Pengaruh Good Governance dan
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Trade Openness terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus pada Negara-
Negara BRICS tahun 2014-2020)".

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini muncul pertanyaan berdasarkan latar belakang yang dapat

dikemukakan dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Voice and Accountability, Government Effectiveness,
Control of Corruption, dan Trade Openness terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-2020 secara
parsial (individu)?

2. Bagaimana pengaruh Voice and Accountability, Government Effectiveness,
Control of Corruption, dan Trade Openness terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-2020 secara

simultan (serentak)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan penulisan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh Voice and Accountability, Government
Effectiveness, Control of Corruption, dan Trade Openness terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-
2020 secara parsial (individu).

2. Untuk menganalisa pengaruh Voice and Accountability, Government
Effectiveness, Control of Corruption, dan Trade Openness terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara BRICS selama periode 2014-

2020 secara simultan (serentak).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, rujukan, ataupun
acauan bagi instansi pemerintah yang bekerja untuk meningkatkan

perekonomian suatu negara serta sebagai bahan peraturan perundang-undangan
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yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan
kinerja lembaga terkait.

2. llmu Pengetahuan

Studi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan wawasan
baru, memajukan pemahaman ilmiah tentang perkembangan teori ekonomi, dan
menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dan keterbukaan perdagangan
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara BRICS.
Peneliti juga mengharapkan agar hasil penelitian ini memberikan dukungan
terhadap penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk
penelitian selanjutnya.



. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah

Peran penting selalu dimainkan pemerintah dalam semua sistem ekonomi, baik

ekonomi kapitalis, sosialis, maupun campuran, (Mangkoesoebroto, 2001).

Menurut teori Adam Smith, pemerintah mempunyai fungsi, yaitu:

1. Menjunjung tinggi pertahanan dan keamanan negara.

2. Fungsi pemerintah dalam memberikan keadilan.

3. Fungsi pemerintah adalah menyediakan layanan yang tidak dapat dilakukan
oleh pasar bebas.

Tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia yang menganut sistem kapitalisme

murni, hal ini terlihat dari kemajuan dan perubahan yang terjadi di setiap negara.

Oleh karena itu, diperkirakan bahwa pemerintah akan memiliki peran yang lebih

besar dalam menentukan bagaimana perekonomian berkembang di era modern.

Akibatnya, menurut Adam Smith, ruang lingkup operasi pemerintah sangat

terbatas pada yang tidak dilakukan oleh sektor swasta, yaitu:
1. Melakukan peradilan
2. Melakukan tindakan pertahanan/keamanan.

3. Melakukan pekerjaan umum.
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Perbedaan kepentingan antara pihak swasta dan karyawan menimbulkan

ketidakharmonisan setiap pihak. Misalnya, keperluan pengusaha dan karyawan

sering berbenturan, sehingga memerlukan peraturan pemerintah, perbaikan, atau

arahan operasi swasta. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah sebagai
berikut.

1.

Alokasi, di mana pemerintah Kkini bertanggung jawab untuk mengusahakan
dan menjamin pengalokasian sumber daya ekonomi dilakukan seefektif

mungkin.

. Distribusi, yaitu peran serta pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan

dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

. Stabilisasi, meliputi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja

dan menjaga stabilitas harga barang-barang yang dibutuhkan oleh

perekonomian.

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam tiga indikator tata kelola pemerintah

yang digunakan untuk mencapai pemerintahan yang baik demi tercapainya

pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu:

1.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam politik, kebebasan
berekspresi, kebebasan berserikat, dan keterbukaan, pemerintah dapat
berperan terkait dengan suara dan akuntabilitas (Septiantoro et al., 2020).
Keterlibatan politik mengacu pada keterlibatan aktif seseorang atau
kelompok dalam kehidupan politik, seperti upaya memilih pejabat negara
atau membentuk kebijakan pemerintahan (Syarbaini et al., 2002).
Keterlibatan pemerintah yang mendorong tuntutan terorganisir akan
kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik merupakan
salah satu faktor yang berkontribusi terhadap partisipasi politik. Hak atas
kebebasan berbicara secara tegas menggariskan tanggung jawab negara
untuk melindungi hak asasi setiap orang dari penyalahgunaan wewenang
negara dan memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dalam undang-
undang (Sujadmoko, 2015).

. Pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan standar pelayanan publik,

standar pelayanan masyarakat, derajat kemandirian dari tekanan politik,

standar perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen
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pemerintah terhadap kebijakan tersebut (Septiantoro et al., 2020).

Keberhasilan pemerintah dalam membuat alokasi anggaran yang tepat

sasaran, khususnya di bidang pelayanan kesejahteraan, dapat dianggap

sebagai salah satu cara untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Bank

Dunia menyoroti bahwa jumlah program anggaran layanan kesejahteraan

yang akan dilakukan pemerintah menentukan alokasi anggaran untuk

pemerintah tersebut. Barang publik termasuk pertahanan, hukum dan
ketertiban, hak milik, dan stabilitas ekonomi makro termasuk dalam

kategori ini (Bastian, 2016).

. Peran pemerintah yang berkaitan dengan Control of Corruption dapat

dilakukan dengan upaya atau strategi pemberantasan korupsi. Global

Program Against Corruption, sering dikenal oleh United Nations Anti-

Corruption Toolkit adalah serangkaian inisiatif atau strategi yang diciptakan

oleh PBB untuk memberantas korupsi. Program Global Melawan Korupsi

tersebut mengacu pada inisiatif PBB untuk mengakhiri korupsi (United

Nations, 2004). Strategi tersebut antara lain, sebagai berikut:

a. Membuat organisasi tersendiri yang berfokus pada pemberantasan
korupsi misalnya, ada lembaga Ombudsman suatu negara.

b. Meningkatkan efisiensi sistem hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan,
dan lapas atau penjara permasyarakatan.

c. Reformasi birokrasi dan sektor publik karena korupsi lebih mungkin
terjadi, semakin banyak meja yang harus dilalui.

d. Menjamin masyarakat memiliki akses informasi yang lengkap tentang
keputusan pemerintah yang berdampak signifikan bagi kehidupan
banyak orang.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi dan isu-isu
terkait pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan berbagi
informasi di area publik.

f. Memantau dan mengevaluasi semua inisiatif untuk memerangi korupsi.

g. Mempromosikan kerja sama internasional yang efektif, seperti Program
National Integrity System di Bank Dunia dan Program A Framework for

Integrity and Transparency International.
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2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan penduduknya akan
barang dan jasa diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan
indikator keberhasilan tersebut. Akibatnya, kinerja ekonomi suatu negara
ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonominya (Demarani, 2018).
Prasyarat utama adalah kesejahteraan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi
diukur dengan penambahan GDP, yang berarti peningkatan pendapatan
nasional (Tambunan, 2003). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi bermakna
terjadinya peningkatan kemampuan jangka panjang negara untuk memasok

penduduknya dengan berbagai barang ekonomi (Wibowo, 2013).

Kemajuan atau modifikasi institusional (kelembagaan) dan ideologis untuk
memenuhi  kebutuhan yang bervariasi dari keadaan saat ini dapat
memungkinkan peningkatan kapasitas itu sendiri. Dengan kata lain,
Peningkatan produksi barang dan jasa merupakan proses yang terjadi sebagai
akibat dari kegiatan ekonomi masyarakat. Yuslian (2021) mengemukakan
perkembangan GDP atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya
digunakan sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui sejauh
mana kegiatan ekonomi atau kinerja perekonomian suatu negara merupakan
tanda semakin meningkatnya perputaran kegiatan ekonomi di negara tersebut.
GDP mengukur nilai tambah yang diciptakan oleh semua unit bisnis, atau nilai
barang dan jasa jadi yang diproduksi oleh semua unit ekonomi, sedangkan
pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk menilai keadaan ekonomi
suatu negara. Annur (2019) dalam penelitiannya menjelaskan terdapat empat

unsur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1. Akumulasi modal, yang mencakup semua investasi baru dalam wujud lahan
(tanah), mesin, dan sumber daya manusia.

2. Peningkatan populasi.

3. Perkembangan teknologi.

4. Kerangka kelembagaan.
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Ekspansi ekonomi memiliki keuntungan sebagai berikut:

a. Tingkat pertumbuhannya digunakan untuk menilai sejauh mana
pembangunan nasional telah meningkatkan perekonomian. Tingkat
kemakmuran penduduk diukur dengan pendapatan per kapita karena
pendapatan per kapita yang lebih tinggi dengan lapangan kerja yang
berkelanjutan sesuai dengan tingkat kemakmuran dan produktivitas
penduduk yang lebih tinggi.

b. Sebagai landasan untuk memperkirakan atau memproyeksikan penerimaan
negara untuk perencanaan pertumbuhan nasional, sektoral, atau daerah.
Dalam hal ini Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya akan
memprioritaskan pemberian bantuan ke luar negeri.

c. Menurut Dornbusch, sebagai dasar untuk meramalkan hasil bisnis.
Pernyataan ini secara khusus mengacu pada persamaan penjualan yang
digunakan oleh bisnis sebagai dasar untuk perencanaan produk dan
pengembangan sumber daya, terutama tenaga kerja dan modal (Annur,
2021).

Dengan demikian dari paparan dan pendapat para peneliti tersebut, maka dapat
diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan standar untuk menilai
kinerja ekonomi dengan adanya peningkatan produksi dalam hal ini
pertumbuhan faktor-faktor produksi barang dan jasa dalam periode tertentu
yang dialami oleh suatu negara dan cerminan keberhasilan pembangunannya.
Sehingga dalam hal ini Department for International Development, menyatakan
bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen atau alat kuat bagi suatu
negara untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakatnya yang bermaksud dapat dilihat bahwa negara memiliki tanggung
jawab penting mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui sinergi

yang baik antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Sektor Publik (Yuslian, 2021).
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2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Buku yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest, and
Money” yang terkenal dengan nama “The General Theory” Karya John
Maynard Keynes yang diterbitkan tahun 1936 dan di dalamnya berisi teorinya
mengenai pertumbuhan ekonomi. Salah satu buku karya Keynes tersebut
merupakan karya yang paling monumental yang bersifat pandangan original
yang lebih fokus pada aspek makro daripada mikro dengan konstruksi baru

tentang permintaan dan penawaran yang bersifat agregatif (Natsir, 2013).

Damarani (2018) menjelaskan bahwa konsep siklus aliran uang, yang menjadi
dasar teori ekonomi Keynes, mendalilkan bahwa peningkatan konsumsi akan
meningkatkan pendapatan, yang kemudian akan memicu peningkatan lebih
lanjut baik dalam pengeluaran maupun pendapatan. Menurut teori Keynes,
konsumsi satu orang dalam suatu ekonomi akan menghasilkan uang atau
pendapatan dari ekonomi yang sama. Sehingga jika seseorang membelanjakan
uangnya, maka akan memberikan kontribusi pada orang lain melalui
peningkatan pendapatan. Siklus ini membuat perekonomian dalam keadaan
normal. Orang-orang secara alami menahan pengeluaran mereka selama
Depresi Hebat dan cenderung menimbun uang mereka sebagai tanggapan. Hal
ini akan menghentikan siklus peredaran uang dan semakin melumpuhkan

perekonomian.

Untuk meningkatkan permintaan efektif, Keynes menyarankan peningkatan
permintaan melalui peningkatan pengeluaran. Dengan melakukan ini, lebih
banyak barang akan diproduksi, dan perekonomian akan pulih. Keynes
membalikkan Hukum Say dalam kasus ini, mengatakan bahwa permintaan
mendorong penawaran bukan sebaliknya karena hanya ada sedikit pilihan
untuk meningkatkan PDB selama masa sulit atau depresi ekonomi, pelaku
bisnis mungkin ragu untuk berinvestasi (1), dan konsumen mungkin tidak mau
meningkatkan pendapatan mereka untuk konsumsi (C) karena pendapatan yang
tidak menentu. Akibatnya, Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus
mengeluarkan lebih banyak uang (pengeluaran) (Natsir, 2013).
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Keynes menegaskan bahwa pemerintah dapat menggunakan peran sebagai
penggerak ekonomi karena Kkebijakan perluasan dapat secara efektif
meningkatkan permintaan. Teori dasar Keynes menyatakan bahwa peran
pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dicapai melalui pembuatan kebijakan
di tingkat pemerintah. Menurut teori Keynes, sejumlah faktor, termasuk
investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor, berkontribusi
terhadap kesehatan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Faktor ini

sebagai berikut.
Y=C+1+G+(X-M)

Keynes meyakini bahwa faktor pengaruh yang dijelaskan pada rumus di atas
secara bersama-sama dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Melalui
pemaksimalan anggaran dari berbagai sektor di atas akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Dalam Yuslian (2021) menjelaskan bahwa terdapat
lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan,
yaitu kenaikan tingkat pendapatan perkapita masyarakat, urbanisasi yang
diikuti oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan perlindungan keamanan dan
pertahanan, Kketidakefisienan kualitas birokrasi dalam perkembangan
pemerintah, dan perkembangan demokrasi. Pernyataan ini didukung dalam
Demarani (2018) bahwa terdapat kesimpulan Teori Keynes, ada alasan praktis
untuk distribusi pendapatan, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa ketika
lapisan masyarakat yang kurang mampu diberi sejumlah uang, biasanya akan

digunakan daripada disimpan.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori pertumbuhan endogen secara konsisten telah di dalami oleh Paul Romer
sejak tahun 1990-an yang mengantarkan Paul Romer sebagai penerima hadiah
Nobel pada bidang ekonomi di tahun 2008. Definisi dari teori pertumbuhan
endogen bermakna suatu teori pertumbuhan yang menerangkan bahwa
pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang bersumber dari dalam suatu
sistem yang muncul sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan Neoklasik
mengenai Diminishing Marginal Productivity of Capital dan konvergenitas
pendapatan di berbagai negara (Romer, 1990). Berdasarkan temuan studi
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empiris, negara-negara industri telah menciptakan teknologi yang dapat
meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga tidak terjadi konvergensi

pendapatan antar negara.

Yuslian (2021) memperjelas juga bahwa dalam teori ini pada pertumbuhan
ekonomi akan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan dalam
mengakumulasikan baik modal fisik maupun modal manusia berupa sumber
daya manusia. Tidak hanya itu, teori ini menegaskan bahwa keterbukaan
ekonomi berbasis perdagangan akan mampu mendongkrak R&D suatu negara
karena adanya spesialisasi pekerjaan yang dilakukan pada perdagangan.
Sedangkan untuk pemerintah, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan
bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membuat
asumsi bahwa faktor non-ekonomi seperti infrastruktur, undang-undang,
peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan birokrasi merupakan
berperan penting dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu

negara.

Berdasarkan dari paparan teori yang sudah disebutkan sebelumnya ternyata
memiliki karakteristik dan asumsinya masing-masing dalam memandang
faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
Perbedaan karakteristik yang ada akan memberikan penguatan antar teori yang
digunakan dan nantinya akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan
penelitian ini lebih lanjut karena melalui teori yang relevan diharapkan dan
tentu akan menguatkan hipotesis penelitian yang sudah ditentukan dalam
mengkaji permasalahan yang muncul dan ada pada penelitian ini.

2.1.3 Good Governance

2.1.3.1 Teori Governance

International Social Science Journal menerbitkan proposal Stoker (1998)
untuk Teori Governance dengan judul "Governance as Theory: Five
Propositions."” Pemerintahan, menurut Stoker (1998), adalah proses
menciptakan semacam pemerintahan di mana batas-batas antara sektor publik
dan swasta sudah mulai kabur. Untuk meningkatkan pelayanan publik, tata
kelola diperlukan lebih dari seperangkat instrumen manajerial.
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Hal ini konsisten dengan pernyataan Peters dan Pierre (1998) bahwa
Manajemen Publik Baru (NPM) adalah hasil dan tata kelola adalah prosesnya.
Ada banyak masalah dengan risiko kegagalan kepemimpinan yang sangat
nyata, ketidaksesuaian jadwal dan tujuan prioritas di antara mitra penting, dan
konflik masyarakat yang dapat menyebabkan kegagalan tata kelola. Hal ini
menunjukkan bahwa ketokohan, kepekaan terhadap kompleksitas, motivasi,
keragaman, dan keterlibatan masyarakat semuanya dapat membantu mengatasi
hambatan dalam desain organisasi publik (Stoker, 1998). Menurut Peters dan
Pierre (1998), tata kelola memerlukan perencanaan untuk menjaga kapasitas
operasional pemerintah sambil menjaga kontrol politik atas sumber daya yang

digunakan oleh sektor publik.

2.1.3.2 Sejarah Good Governance

Gagasan administrasi yang baik bukanlah hal baru; itu sudah ada sejak awal
peradaban manusia. Faktanya, itu adalah salah satu konsep Konfusius yang
menginformasikan konstitusi Chow di bawah kekuasaan Tiongkok Kuno (202
SM-219M). Kata Yunani "kybernan" dan "kybernetes,” yang berarti
mengarahkan atau mengendalikan sesuatu, adalah asal nama "pemerintahan”.
lImuwan politik pertama kali menggunakan istilah "pemerintahan yang baik"
untuk mendefinisikan masyarakat demokratis. Ungkapan ini menjadi populer
ketika organisasi keuangan internasional mengamanatkan adanya tata kelola
yang baik agar mereka dapat menawarkan bantuan.

Sejak berakhirnya Perang Dingin ketika terjadi perubahan struktur kekuatan
politik dunia, yang juga berdampak pada kebijakan pemberian bantuan kepada
negara penerima, dimana sebelumnya bantuan difokuskan pada kebutuhan
dasar manusia, persyaratan good governance menjadi salah satu kriteria dalam
menggulirkan bantuan dari lembaga internasional tersebut, menurut Paul
Streeten dalam artikelnya “Good Governance: History and Development of

The Concept” yang mengembangkan konsep good governance.
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2.1.3.3 Pengertian Good Governance

Saat ini, masalah terpenting dalam pengelolaan administrasi publik adalah
Good Governance (LAN & BPKP, 2000). Governance diartikan sebagai
metode mengelola urusan publik, cara mengelola urusan-urusan publik.
Menurut Rosenbloom et al., (2022) bahwa rendahnya kinerja pemerintah dan
buruknya tata kelola merupakan tuntutan situasi sejalan dengan berbagai krisis
yang dialami, mulai dari krisis keuangan dan ekonomi hingga Kkrisis
multidimensi yang melanda bangsa pada tahun 1997 dan 1998 dan masih terasa
hingga saat ini. Krisis-krisis ini telah memicu tekad pemerintah untuk bertindak
sebagai penyelenggara negara dengan menyelesaikannya secara bertahap untuk
mengurangi dampak negatif yang berkepanjangan. Bank Dunia memberikan
fokus yang lebih besar pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya
sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan
United Nations Development Programme lebih menekankan pada elemen

politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola keuangan negara.

Definisi Governance menurut UNDP (2000) terdapat tiga komponen tata
kelola, politik, ekonomi, dan administrasi. Tata kelola politik menggambarkan
prosedur untuk merumuskan kebijakan dan strategi serta tingkat kekuasaan dan
legitimasi yang dihasilkan dari sistem politik yang demokratis. Pengambilan
keputusan ekonomi yang memengaruhi kepedulian terhadap pemerataan,
pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup disebut sebagai tata
kelola ekonomi. Tata kelola administratif menyinggung proses penerapan
kebijakan. Birokrasi yang mampu mengelola kepentingan publik sambil
merancang dan melaksanakan program menyediakan layanan publik yang
efisien dan akuntabel.

Governance Yyaitu pengelolaan urusan negara di semua tingkatan melalui
pelaksanaan otoritas ekonomi, politik, dan administrasi dikenal sebagai tata
pemerintahan (UNDP, 2000). Semua lembaga, prosedur, dan teknik di mana
individu dan organisasi masyarakat dapat mengekspresikan pandangan
mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan

menyelesaikan konflik mereka berada di bawah payung pemerintahan.
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Annur (2019) menurutnya Good Governance adalah tata kelola pemerintahan
yang baik dan Bank Dunia mendefinisikan tata kelola yang baik sebagai
penghindaran alokasi dana investasi yang tidak tepat, pencegahan korupsi di
tingkat politik dan administrasi, penerapan disiplin anggaran, dan
pengembangan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis.
Menurut Yuslian (2021), Good Governance adalah suatu konsep yang
mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan
berbagai fungsi dalam strukturnya sendiri sambil berpegang pada prinsip-
prinsip manajemen yang efektif antara sektor publik dan swasta melalui praktik
birokrasi yang adil, yang memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk

mendapatkan manfaat yang sama.

Melalui sistem Governance yang baik, pemerintah melakukan koordinasi dan
keselarasan antara unsur yang ada di negara tersebut, guna melancarkan kinerja
negara dari segala aspek bidang. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa Good Governance dapat diartikan sebagai kemampuan
seluruh komponen pemerintahan untuk bekerja secara kooperatif, tanpa
konflik, meraih dukungan rakyat, dan bebas dari gerakan anarkis yang dapat
memperlambat proses dan laju pertumbuhan. Selain itu, suatu pemerintahan
dapat dianggap efektif jika memberikan hasil, yang dibuktikan dengan
peningkatan produktivitas dan daya beli, serta indikator peningkatan
kesejahteraan spiritual seperti peningkatan rasa aman dan bahagia serta rasa
identitas nasional yang kuat (Demarani, 2018). Menurut UNDP (dalam
Demarani, 2018) ada enam prinsip prinsip untuk pemerintahan yang baik:
legitimasi, kebebasan berbicara, keterbukaan dan akuntabilitas, Kinerja, dan

keadilan.

2.1.3.4 Karakteristik Good Governance

Menurut UNDP (1997) ada 14 prinsip tata kelola yang baik, yaitu:

1. Visi ke depan (visioner);

2. Keterbukaan dan Transparansi;

3. Partisipasi Masyarakat (partisipasi);
4. Tanggung jawab (akuntabilitas);
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12.
13.
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Hukum dan ketertiban;

Demokratis;

Kompetensi dan profesionalisme (competence and professionalism);
Daya tanggap;

Efisiensi dan efektivitas;

Desentralisasi;

Kerjasama dengan pihak swasta dan kemitraan dengan masyarakat sipil;
Kewajiban untuk mengurangi ketimpangan;

Kewajiban menjaga lingkungan;

Dedikasi terhadap pasar yang adil.

Berikut penjelasan ringkas dari 14 prinsip tata kelola yang baik:

1.

Tata kelola strategis dengan pandangan ke masa depan. Semua inisiatif
pemerintah di semua tingkatan dan di semua bidang harus didukung oleh
rencana implementasi yang dapat diterapkan, sukses, dan tahan lama yang
didasarkan pada visi, tujuan, dan jadwal yang ditetapkan.

Penerapan nyata dari asas pemerintahan yang terbuka (transparan) ini antara
lain dapat dilihat ketika masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui
dan memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan
kegiatan pejabat publik, baik sebagai mereka dilakukan di tingkat nasional
dan daerah.

Tata kelola yang mengedepankan keterlibatan masyarakat, masyarakat yang
berkepentingan ikut serta dalam perumusan dan/atau proses pengambilan
keputusan kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam setiap pengambilan
keputusan yang melibatkan masyarakat.

Instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab utamanya. Kebijakan, program, dan tindakan yang dilaksanakan juga
dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukum; tindakan yang
diambil untuk menangani kasus KKN dan pelanggaran HAM;

meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia; meningkatkan
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pemahaman tentang hukum; dan menumbuhkan budaya hukum. Inisiatif ini
dilakukan sesuai dengan norma dan proses yang terbuka, transparan dan
tidak dipengaruhi oleh politik.

Tata kelola pemerintahan yang demokratis dan konsensus, dimana strategi
pembangunan dikembangkan melalui proses demokrasi bukan hanya oleh
administrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Agar setiap kebijakan
publik benar-benar menjadi keputusan bersama antara cabang eksekutif dan
legislatif, itu harus didasarkan pada konsensus.

Tata kelola yang berlandaskan profesionalisme dan kompetensi. Upaya
penilaian kebutuhan, evaluasi tingkat kemampuan dan profesionalisme
sumber daya manusia yang ada, serta upaya peningkatan atau peningkatan
kualitas sumber daya manusia merupakan wujud nyata dari prinsip
profesionalisme dan kompetensi.

Pemerintahan yang tanggap (responsive), untuk memenuhi tujuan
masyarakat, pejabat pemerintah harus cepat beradaptasi dengan keadaan
dan kondisi baru serta berinisiatif memecahkan masalah masyarakat.
Untuk memastikan bahwa struktur dan sumber daya digunakan secara
efektif dan efisien, baik pemerintah pusat maupun daerah harus menilai
secara berkala seberapa baik mereka mendukung struktur yang ada. Mereka
juga harus melakukan perbaikan struktural untuk memenuhi permintaan
yang berubah dengan lebih baik, seperti menyelaraskan posisi dan struktur
kelembagaan secara keseluruhan, dan harus terus bekerja untuk
menghasilkan hasil terbaik dengan menggunakan uang dan sumber daya
lain.

Desentralisasi pemerintahan, pengalihan tugas dan wewenang dari atas ke
semua tingkatan aparatur untuk mempercepat proses pengambilan
keputusan dan  memberikan  fleksibilitas yang cukup untuk
menyelenggarakan pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang
efektif di tingkat nasional dan daerah.

Untuk memberdayakan masyarakat sipil melalui peningkatan partisipasi
sektor publik dan swasta, tata kelola yang mendorong kemitraan dengan

kelompok-kelompok tersebut harus membangun kemitraan atau hubungan
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kerja sama antara sektor publik dan swasta serta masyarakat. Sangatlah
penting untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang mencegah
terciptanya kemitraan yang setara dengan meningkatkan sistem
penyampaian layanan sektor publik dan swasta dan menerapkan layanan
terpadu.

12. Komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Gagasan
memperkecil disparitas dipraktikkan dengan mengurangi perbedaan di
berbagai ranah, baik pusat dan daerah maupun lintas daerah secara adil dan
proporsional. Ini juga melibatkan inisiatif untuk menghilangkan
ketidakadilan hukum dan bentuk-bentuk diskriminasi lain yang merugikan
perempuan dan laki-laki dalam situasi sosial.

13. Tata kelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan; daya dukung
lingkungan berkurang akibat penggunaan yang tidak terkendali. Kepedulian
terhadap lingkungan dapat dilihat dari keharusan untuk terus menyusun
analisis akibat lingkungan, menegakkan hukum lingkungan secara
konsisten, melibatkan otoritas pengendalian dampak lingkungan, dan
mengelola sumber daya alam secara lestari.

14. Tata pemerintah yang mendukung pasar. Pengalaman menunjukkan bahwa
campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah ekonomi
menghabiskan anggaran dan bahkan merugikan pasar. Contoh nyata
pengabdian pada pasar adalah upaya menghubungkan kegiatan ekonomi

rakyat dengan pasar baik di dalam maupun antar daerah.

Menurut Bank Dunia, Tjokroamidjojo (2000) bahwa transparansi,
akuntabilitas, prediktabilitas, yang sama dengan aturan hukum, dan partisipasi
adalah empat prinsip utama tata pemerintahan yang baik. Setiap prinsip
dimaksudkan untuk mendukung yang lain dan tidak dapat berdiri sendiri.
menjaga sinergi interaksi yang saling menguntungkan antara negara, swasta,
dan masyarakat (society) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara
yang kuat, akuntabel, efisien, dan efektif.

Menurut OECD, kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab
merupakan komponen tata kelola yang baik kriteria Good Governance (Agoes,
2004). OECD adalah organisasi global dengan fokus pada peningkatan teknik
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administrasi publik di negara-negara terbelakang. OECD memiliki pengertian
yang tidak jauh berbeda dengan New Public Management (NPM). Gagasan di
balik NPM adalah agar bisnis sektor publik berkinerja lebih baik, sektor publik
harus menggabungkan teknik manajemen yang lebih canggih dari sektor
swasta (Mahmudi, 2005).

2.1.3.5 Indeks Tata Kelola Pemerintahan (World Governance

Index/WGI)

Pengukuran Good Governance Index (IGG) merupakan alat yang digunakan
oleh Good Governance dalam penerapannya pada tataran implementatif untuk
mengukur efektivitasnya. Sejak tahun 1998, yang berfokus pada tata kelola
secara khusus dilakukan dengan menggunakan indeks yang dibuat oleh Jeff
Huther dan Anwar Shah. Namun selain indeks tersebut, ada beberapa cara lagi
untuk membangun indeks berbasis tata kelola (Demarani, 2018). Menurut
Good Corporate Governance (dalam Yuslian, 2021), ada banyak cara seperti
State of Governance Framework, Public Affairs Index (PAI), Quality of
Governance, Worldwide Governance Index (WGI), dan indeks tata kelola

lainnya untuk menentukan kondisi tata kelola yang baik.

Untuk penelitian ini, pendekatan Good Governance dilihat enam indikator
Worldwide Governance Index (WGI) dalam konteks data metode agregat WGI.
Worldwide Governance Index adalah serangkaian indikator terkait tata kelola
yang telah disediakan oleh Bank Dunia sejak tahun 1996 melalui
Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group. Peringkat
tata kelolanya didasarkan pada 310 variabel yang telah dibagi menjadi 6
kategori variabel. Untuk perhitungan variabel ini berasal dari 33 lembaga yang
berbeda, organisasi publik, swasta, dan non-pemerintah, dengan total sekitar
10.000 poin data plus yang menilai status tata kelola setiap negara untuk
melihat indikator berdasarkan (1) proses pemilihan, pemantauan, dan
penggantian pemerintah; (2) kemampuan pemerintah untuk membuat dan
berhasil menerapkan kebijakan yang baik secara efektif; dan (3) penyelarasan
sektor publik, swasta, dan pemerintah atas institusi yang mengatur interaksi
ekonomi dan sosial di antara ketiganya. Setiap indikator dalam pengukurannya

dilakukan dengan menjumlahkan skor indikator yang sudah ditentukan untuk
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melihat besaran nilai yang dimiliki suatu negara dalam tata kelolanya. Data
pengukuran sebesar +2.5 sampai -2.5, artinya semakin mendekati +2.5
menandakan kualitas Good Governance yang baik dan jika mendekati -2.5

berarti menandakan kualitas Good Governance yang buruk (Yuslian, 2021).

2.1.3.6  Indikator Good Governance

Sejak tahun 1996, Kelompok Riset Pengembangan Tim Makroekonomi dan

Pembangunan Bank Dunia telah menerbitkan enam ukuran untuk menilai

tingkat tata kelola yang baik di setiap negara, sebagai berikut:

1. Voice and Accountability
Memiliki definisi sebagai indikator yang menilai persepsi terhadap suatu
negara dalam menerapkan sistem kebebasan sipil, keterbukaan sistem hak
politik, dan kemerdekaan berpendapat. Indikator ini melihat sistem
keterbukaan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
yang terjadi di negara tersebut dan akuntabilitas suatu negara.

2. Political Stability and Absense of Violence
Memiliki definisi sebagai indikator yang menilai persepsi tingkat kestabilan
politik dalam tata kelolanya, serta menilai tingkat ketidakadilan politik,
yang nantinya akan dapat menimbulkan berbagai jenis kekerasan. Indikator
ini penting melihat kondisi politik yang tegas dan tidak goyah pada suatu
negara.

3. Government Effectivenes
Memiliki definisi sebagai indikator tingkat kualitas pelayanan publik dalam
tata kelola pemerintahan. Indikator ini menilai tingkat kredibilitas
pemerintah melalui penyerahan tugas yang diberikan kepada jajaran
administrasinya dan pengimplementasian kebijakan yang ada. Penting bagi
suatu negara dalam melaksanakan pelayanan yang dibutuhkan agar terjadi
pemaksimalan pelayanan yang nantinya dapat terlihat keefektifan tata
kelolanya.

4. Rule of Law
Memiliki definisi sebagai indikator yang mengukur tingkat kepatuhan

masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Indikator ini mengukur efisiensi
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dan keadilan dari sistem peradilan serta penghormatan terhadap hak dan
kewajiban yang sudah ada dalam tatanan masyarakat di suatu negara.

5. Regulatory Quality
Memiliki definisi sebagai indikator yang mengukur tingkat kemampuan
pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan maupun peraturan
yang dapat memberi keuntungan serta kemudahan sektor swasta untuk
berkembang sebagai pilar pendukung pada pasar ekonomi yang dapat
melihat kondisi iklim bisnis pada pasar yang dibuat oleh pemerintah.

6. Control of Corruption
Memiliki definisi sebagai indikator yang mengukur tingkat pengendalian
tindak korupsi suatu negara yang dilakukan oleh pemerintah melalui sanksi
berlaku. Setiap negara memiliki celah praktik korupsi melalui kekuasaan,
baik skala besar maupun kecil. Maka dari itu, penting bagi pemerintah dapat
mengontrol negaranya dari praktik korupsi yang merugikan.

Sudut pandang prinsip Good Governance sebenarnya mengarah pada

keselarasan antara peran pemerintah, sektor publik, dan sektor swasta sebagai

pendukung untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan

ekonomi pada suatu negara.

2.1.3.7 Teori Ekonomi Kelembagaan

Teori kelembagaan dari warisan AS (American Institutionalist Tradition),
termasuk Thorstein Veblen, Wesley Mitchel, John R. Commons, dan Clarence
Ayres, termasuk yang pertama mengembangkan teori kelembagaan dalam studi
sejarah. Variasi lain pada ekonomi klasik termasuk yang terkait dengan Adam
Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, dan aliran Marxian lainnya; dengan
sekolah-sekolah Austria seperti Menger, Von Wieser, dan Hayek; dengan
Schumpeter; dan dengan Marshall dan tokoh neoklasik lainnya. Yang terakhir,
umumnya dipandang sebagai kelanjutan dan perluasan elemen institusional
yang ditemukan dalam ekonomi klasik, neoklasik, dan sekolah Austria
(Ekonomi Awustria), disebut sebagai "Ekonomi Institusional Baru" (‘New
Institutional Economics). Pemikiran pertama dikenal sebagai”Ekonomi
Institusional Lama™ (‘Old’ Institutional Economics). Pemikiran Old

Institusional Economics (OIE) berawal dari seorang ahli bernama Thorsten
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Veblen. Veblen menganggap jika manusia dipengaruhi oleh behaviorisme
multidimensi. Veblen juga beranggapan bahwa lingkungan fisik dan material

manusia sangat mempengaruhi pandangan manusia (Saskara, 2017).

Dalam hal ini, Veblen membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu pertama
kelembagaan teknologi yang berupa metode produksi, teknologi, dan mesin;
dan kedua kelembagaan seremonial yang berisi serangkaian hak-hak
kepemilikan, kelembagaan ekonomi, dan struktur sosial. Untuk New
Institutional Economics dipelopori pertama kali oleh Ronald Coase di tahun
1937 dalam artikelnya yang berjudul “The Nature of The Firm”. Dalam
pemikiran NIE, poin yang diperkenalkan lebih kepada individualistik
masyarakat untuk lebih rasional dalam menyikapi kondisi sosial ekonomi yang
ada, Emilia (dalam Yuslian, 2021). Di luar latar belakang tersebut, sebenarnya
jika ingin menjelaskan ekonomi institusional, kesulitan terbesar adalah ketika
mendefinisikan institusi itu sendiri. Kadang-kadang untuk penyederhanaan,
lembaga diberi sebutan sebagai kerangka hukum atau hak kodrati yang
mengatur tindakan individu. Yustika (2012) pada saat yang lain kelembagaan
dimengerti sebagai apa pun yang berhubungan dengan ‘perilaku ekonomi’
(Economic Behavior). Namun, norma sosial, kesepakatan, dan komponen lain
dari kerangka interaksi sosial akan berfungsi sebagai definisi institusi yang
lebih tepat.

Pengertian lain memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi
perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi politik,
ekonomi, dan sosial, dalam konteks ini kelembagaan memiliki tiga komponen,
yakni aturan formal (formal institutions), aturan informal, dan mekanisme
penegakan (North, 1990). Konstitusi, undang-undang, dan semua peraturan
resmi lainnya adalah contoh aturan formal. Sistem politik (struktur
pemerintahan, hak individu), sistem ekonomi (hak milik dalam menghadapi
kelangkaan sumber daya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi)
semuanya dibentuk oleh aturan formal. Aturan informal, di sisi lain, mencakup

segala sesuatu yang memengaruhi bagaimana kesan subjektif individu terhadap
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lingkungan tempat tinggalnya, termasuk pengalaman, kebijaksanaan
konvensional, agama, dan elemen lainnya (Pejovich, 1995).

Terakhir adalah penegakan, tanpa sistem untuk menegakkan kebijakan mereka,
tidak satupun dari lembaga ini akan berhasil. Alih-alih memilih perilaku
tertentu, yang merupakan subjek ekonomi ketika membahas kelangkaan dan
rasionalitas, definisi ekonomi institusional berkonsentrasi pada studi tentang
struktur dan operasi sistem sosial atau budaya, yang secara eksplisit mencakup
perilaku dan keinginan individu sambil juga mempertimbangkan perilaku

kelompok dan tujuan masyarakat (public).

Secara umum Marselina (2021), perekonomian yang mengutamakan hak milik
dapat digunakan untuk mendefinisikan ekonomi institusional. Pemilik sarana
atau faktor produksi, apakah mereka orang atau organisasi, menghasilkan
ekonomi. sehingga mereka memiliki kebebasan atau kekuatan untuk
menguasai sektor ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhannya. Pemilik
komponen produksi dalam skenario ini berperan sebagai agen pertumbuhan
ekonomi. Ternyata berbagai elemen, termasuk pertimbangan sosial, politik,
dan lainnya, mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat oleh orang-orang
dalam kehidupan nyata. Pada tahap ini, ekonomi kelembagaan menegaskan
bahwa aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh organisasi pelaku ekonomi
(teori ekonomi politik), rancangan aturan main (teori ekonomi biaya transaksi),

norma dan standar, dan kerangka kelembagaan dari ekonomi.

Dalam situasi ini, lembaga-lembaga non pasar dituntut untuk menjaga pasar
agar tidak terjerat dalam kegagalan yang tiada henti, yaitu dengan menciptakan
aturan main atau lembaga (institusi). Dengan kata lain, ekonomi kelembagaan
menekankan betapa pentingnya lembaga dan kebijakan pemerintah
memberikan dampak bagi perekonomian karena kemakmuran suatu negara
tidak hanya diukur secara kuantitatif tetapi juga dalam segala aspek kehidupan,
termasuk norma-norma sosial dan praktik budaya yang dimiliki berdampak

pada pertumbuhan ekonomi.
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2.1.4 Perdagangan Internasional

2.1.4.1 Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah pertukaran
komoditas dan jasa antar negara di luar batas negara berdasarkan kesepakatan
yang dihasilkan dari perbedaan sumber daya, iklim, lokasi, keahlian, populasi,
tingkat harga, dan struktur ekonomi dan sosial (Amir, 2000). Kebutuhan
penduduk negara tersebut tidak terpenuhi karena kondisi yang berbeda-beda,
maka perlu dilakukan kegiatan perdagangan internasional, termasuk impor dan
ekspor. Kepatuhan negara pada sistem ekonomi terbuka memunculkan
aktivitas perdagangan internasional, oleh karena itu muncul juga ungkapan
“keterbukaan perdagangan”. Tingkat keterbukaan perdagangan adalah ukuran
seberapa besar GDP suatu negara dari jumlah ekspor dan impor (Yuslian,
2021).

2.1.4.2 Trade Openness

Tingkat keterbukaan suatu negara umumnya dihitung sebagai proporsi volume
perdagangan luar negeri terhadap PDB selain penggunaan proporsi impor
terhadap PDB (Romer, 1986) dan laju peningkatan ekspor (Chow, 1987).
Mercan et al., (2013) menyatakan keterbukaan juga menunjukkan
ketergantungan negara terhadap perdagangan luar negeri. Besar kecilnya
tingkat keterbukaan menunjukkan tingkat kepentingan perdagangan luar negeri
bagi perekonomian suatu negara. Dengan adanya keterbukaan negara,
peningkatan dapat dilihat pada penerimaan dan pengeluaran valas pada hasil
peningkatan volume ekspor dan impor. Pangsa perdagangan luar negeri dalam

GDP akan meningkat dengan peningkatan volume perdagangan luar negeri.

Dengan membatasi atau melonggarkan kontak antar negara, keterbukaan
ekonomi merupakan alat kebijakan untuk mengatur arus modal internasional
dan barang dan jasa (Yanikkaya, 2003). Tujuan pelaksanaan kebijakan
ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pergerakan ekonomi.
Ada dua arah keterbukaan ekonomi global. Pergerakan produk dan jasa diatur
oleh keterbukaan perdagangan. Keterbukaan keuangan adalah faktor kedua

dalam mengelola arus global. Kegiatan Trade Openness menciptakan
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keunggulan tiap negara, yang nantinya akan melakukan spesialisasi produksi
dan meningkatkan kondisi produksi di negara tersebut (Yuslian, 2021).

Perdagangan internasional terjadi karena tidak semua barang dan jasa dimiliki
oleh semua negara, sehingga setiap orang bergantung pada negara lain untuk
memenuhi kebutuhan dalam negerinya (Case & Fair, 2007). Akibatnya,
perdagangan internasional dihasilkan dari faktor penawaran (perbedaan
jumlah, jenis, dan kualitas, cara menggabungkan faktor produksi dalam proses
manufaktur, atau perbedaan produksi) dan faktor permintaan (permintaan
barang atau jasa yang didorong oleh selera dan pendapatan) yang dapat
menyebabkan perbedaan harga. Oleh karena itu, istilah “perdagangan
internasional” mengacu pada pertukaran barang dan jasa di pasar global antar

negara.

Rasio perdagangan terhadap GDP, terkadang disebut sebagai rasio keterbukaan
perdagangan, digunakan oleh OECD untuk menilai kepentingan relatif
perdagangan lokal dan internasional. Indikator ini dihitung untuk setiap negara
dengan menggunakan rata-rata sederhana dari jumlah total barang yang
diekspor dan diimpor dalam kaitannya dengan GDP. Berlawanan hal tersebut,
rasio yang rendah tidak selalu menunjukkan hambatan tarif atau non-tarif yang
tinggi terhadap perdagangan internasional. Ini bisa jadi karena hal-hal seperti
ukuran ekonomi yang terlibat dan jarak fisik antara mitra dagang.

Boediono (1997) mengatakan bahwa keterbukaan perdagangan yang ditandai
dengan perdagangan internasional yang semakin terbuka memiliki manfaat
sebagai berikut:

a. Kuantitas dan kualitas kegiatan produksi dalam negeri, serta spesialisasi
produksi yang dapat terjadi antar negara telah meningkat.

b. Meningkatkan kesempatan kerja, negara pengekspor dapat meningkatkan
produksi untuk konsumsi ekspor karena perdagangan antara mereka
menjadi lebih terbuka. Kesempatan kerja akan meluas sebagai akibat dari
kenaikan tingkat produksi ini. Negara-negara yang mengimpor barang juga

diuntungkan, karena mereka tidak dapat memproduksi barang yang
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dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk usaha yang
lebih menguntungkan.

c. Salah satu sumber penerimaan kas negara atau devisa adalah dari bea masuk,

pajak, dan pungutan lainnya yang terkait dengan ekspor dan impor.

d. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri,
khususnya di sektor industri, dapat membantu memproduksi lebih banyak
barang dalam waktu yang lebih singkat seiring perkembangan teknologi

baru.

e. Meningkatkan kerjasama internasional dan ikatan persaudaraan. Ekspansi
ekonomi suatu negara dapat didorong oleh kerja sama.

2.1.4.3 Teori Perdagangan Internasional

Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage) dari Adam Smith dan Teori

Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) dari David Ricardo adalah

dua teori utama yang membentuk teori klasik perdagangan internasional.

1) Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage Theory)

Menurut gagasan Adam Smith tentang keunggulan absolut, negara dapat

berspesialisasi dalam barang yang efisien untuk mengekspor dan mengimpor

barang yang kurang efisien. Jika suatu negara berfokus pada produk yang

menggunakan sumber daya yang sama tetapi dengan harga lebih rendah dari

negara lain, negara tersebut dianggap memiliki keunggulan absolut (Yuslian,

2021). Smith melihat kemampuan suatu negara untuk menghasilkan komoditas

dan jasa, atau kapasitas produksinya, sebagai tanda kesejahteraannya. Terdapat

asumsi dalam teori ini, yaitu:

1. Hanya dua negara, seperti negara X dan Y, yang akan melakukan
perdagangan satu sama lain.

2. Hanya dua produk, seperti komoditas A dan B, yang dapat dibuat.

3. Tenaga kerja adalah satu-satunya input yang digunakan dalam produksi
barang-barang ini, dan tenaga kerja di suatu negara dianggap homogen atau

bergerak sempurna.



49

2) Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Avantage Theory)

Meskipun tidak memiliki efisiensi produk, suatu negara tetap dapat melakukan
perdagangan yang menguntungkan di wilayah di mana keunggulan absolutnya
buruk, menurut teori keunggulan komparatif David Ricardo. Dengan
menekankan pembuatan dan ekspor barang-barang dengan kerugian absolut
yang lebih kecil dan mengimpor barang-barang dengan kerugian absolut yang
lebih besar, suatu negara dapat menghindari hal ini (Yuslian, 2021). Menurut
Adam Smith, negara-negara tanpa keunggulan absolut tidak dapat berdagang,
tetapi menurut David Ricardo, perdagangan dapat berjalan selama masing-

masing negara memiliki keunggulan komparatif.

2.1.5 Hubungan Antar Variabel

2.1.5.1 Hubungan Good Governance dan Pertumbuhan Ekonomi
Munculnya teori endogen baru telah mengarahkan para ahli untuk menentukan
sumber alternatif pertumbuhan ekonomi dan perbedaan antara tingkat
pembangunan ekonomi negara (Acemoglu et al., 2004). Dalam Kkaitan ini,
dampak tata kelola publik, dengan kata lain, kualitas administrasi publik,
terhadap pertumbuhan ekonomi telah diteliti secara teoritis dan empiris. Tata
kelola publik adalah penentu utama lingkungan ekonomi dan kelembagaan, yang
memiliki dampak signifikan pada proses pengambilan keputusan pelaku
ekonomi utama dan yang memengaruhi investasi dalam modal fisik dan manusia
serta teknologi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, tata kelola publik berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

melalui banyak saluran langsung dan tidak langsung.

1. Voice and Accountability terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel suara dan akuntabilitas terkait dengan sistem politik negara. Itu
Partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan tinggi dalam sistem demokrasi
dibandingkan dengan sistem yang lebih otoriter. Tingkat demokrasi yang lebih
tinggi berarti peningkatan tingkat suara dan akuntabilitas, yang pada gilirannya
memungkinkan munculnya banyak partai politik. Reformasi ekonomi lebih sulit
di bawah banyak partai politik karena reformasi menciptakan peningkatan risiko
politik untuk masa jabatan berikutnya bagi partai penguasa yang ada
(Samarasinghe, 2018). Menurut Annur (2019), ada korelasi substansial antara
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suara dan akuntabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebebasan sipil yang
diberikan pemerintah di suatu negara mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat
merangsang ekspansi ekonomi. Menyusul pemberian kebebasan sipil oleh
negara, warga negara akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan nasional
untuk memilih pemerintahan baru. Yuslian (2021) juga melakukan studi empiris
yang menyimpulkan bahwa indikator Voice dan Accountability berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Government Effectiveness terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kaufmann et al., (2010) menjelaskan efektivitas pemerintah diukur dengan
kualitas layanannya, keterampilan yang digunakannya untuk mengembangkan
dan menerapkan kebijakan, dan kapasitasnya untuk mempengaruhi kemajuan
ekonomi. Temuan studi Demarani (2018) yang menunjukkan bahwa efektivitas
pemerintah berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi, mendukung
pernyataan tersebut. Bayar (2016) juga melakukan penelitian yang menemukan

korelasi kuat antara efektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. Control of Corruption terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi memiliki hubungan dengan sistem sosial, ekonomi, budaya dan
peradilan suatu negara (Ata & Arvas, 2011). Yuslian (2021) menjelaskan ketika
negara mampu mengendalikan tindakan korupsi, dalam pemungutan pajak
misalnya, nantinya akan membantu negara dalam mengalokasikan pendapatan
tersebut secara maksimal ke seluruh aspek pembangunan sehingga dapat
mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Tindakan korupsi
dapat dilihat dari keadaan status institusi negara tersebut karena korupsi yang
terjadi di suatu negara juga akan membuat asumsi negatif para investor dalam
melakukan investasinya di negara tersebut. Ketika hal tersebut terjadi tentu akan
mengakibatkan produktivitas rendah, sehingga laju perekonomian terhambat
sementara ketika suatu negara memiliki institusi yang bersih dari tindak korupsi
tentu akan memperlancar laju perekonomiannya. Studi empiris yang dilakukan
oleh Samarasinghe (2018) mendapatkan hasil bahwa pengendalian korupsi
merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan hasil penelitian
didukung olenh Mahriun & Putri (2020) bahwa Control of Corruption
berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian.
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2.1.5.2 Hubungan Trade Openness terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Negara yang memiliki sistem ekonomi terbuka cenderung akan lebih terbuka
untuk melakukan berbagai kegiatan kerja sama antar negara dibanding dengan
negara yang memiliki sistem ekonomi tertutup. Kerja sama di bidang
perdagangan internasional, baik komoditas maupun jasa, merupakan salah satu
yang sering dilakukan oleh negara-negara (Yuslian, 2021). Perekonomian yang
secara bebas berinteraksi dengan perekonomian lain di seluruh dunia dikatakan
memiliki perekonomian terbuka, dan interaksi ini terlihat mendorong
pertumbuhan ekonomi. Penelitian empiris oleh Maulina (2019) dan Hidayah et
al., (2020) yang menunjukkan bahwa variabel Trade Openness berdampak besar
terhadap pertumbuhan ekonomi mendukung klaim tersebut. Dalam literatur
lainnya juga menghasilkan adanya pengaruh signifikan perdagangan terbuka
terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Karras, 2003; Mohan, 2007;
lyoha & Okim, 2017).

2.2 Tinjauan Tentang BRICS

2.2.1 Sejarah Pembetukan BRICS

Krisis ekonomi global abad ke-21, yang telah menyebabkan penurunan
ekonomi, bangsa yang signifikan harus menyusun strategi baru untuk keluar dari
kemerosotan (Puspitasari, 2011). Negara-negara besar seperti Eropa dan
Amerika Serikat kini mengendalikan organisasi keuangan internasional sebagai
akibat dari krisis ekonomi. Ruang lingkup hak, kebebasan, dan partisipasi yang
menyusut dalam organisasi global, akibatnya negara-negara berkembang
menderita. Oleh karena itu kita memerlukan suatu forum yang dapat membantu
negara-negara berkembang meningkatkan dominasinya terhadap ekonomi
dunia.

2.2.1.1 BRICS Muncul sebagai Asosiasi Ekonomi

Jim O'Neill, seorang ekonom Inggris, menyumbangkan idenya untuk
pembentukan organisasi keuangan internasional. Jim O'Neill, mantan ketua
Goldman Sachs di Amerika Serikat, percaya bahwa negara-negara pada akhirnya
akan tumbuh dan mampu bersaing dan mendukung rezim barat. Akhirnya pada
tahun 2001, Brazil, Rusia, India, dan Cina membentuk asosiasi ekonomi BRIC.

Negara-negara berkembang melihat peningkatan ekuitas pasar sebagai hasil dari
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aliansi ekonomi empat negara ini. Negara-negara anggota BRIC (Brazil, Rusia,
Cina, dan India) memiliki populasi 40 persen dari total dunia, mencakup
seperempat dari total luas daratan dunia, dan menempati peringkat ekonomi
keempat dalam hal kinerja ekonomi mereka (Priangani, 2015). Vladimir Putin
yang hadir dalam sidang tersebut, tampil setelah presentasi asosiasi tentang
ekonomi. BRICS (2015) menyatakan bahwa Majelis Umum PBB di New York
telah menyarankan untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri BRIC
berikutnya, yang diadakan pada tanggal 20 September 2006 dan dihadiri oleh
Menteri Luar Negeri negara-negara anggota serta Menteri Pertahanan dari India.
Untuk pertama kalinya, negara-negara anggota BRIC berkumpul untuk

membahas secara spesifik perluasan kerja.

Afrika Selatan adalah salah satu wilayah di mana BRIC mulai menawarkan
peluang kerja sama karena memperluas pengaruhnya di negara-negara
berkembang. Pada tahun 2011, mereka memutuskan bahwa Afrika Selatan harus
menjadi anggota blok ekonomi BRICS, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India,
Chna, dan Afrika Selatan. Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, negara-
negara BRICS, berpartisipasi dalam organisasi dan lembaga internasional seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa, G-20, dan Gerakan Non-Blok. Setiap negara
mengambil bagian dalam organisasi internasional seperti Uni Ekonomi Eurasia
dan Perjanjian Keamanan Kolektif Organisasi Persemakmuran Negara-Negara
Independen, di mana Rusia menjadi salah satu anggotanya. Cina dan Rusia juga
tergabung dalam organisasi yang sama, Asia-Pacific Economic Cooperation dan
Cooperation Organization of Shanghai. Brazil, Afrika Selatan, dan India adalah
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan, Asosiasi Asia Selatan
untuk Kerja Sama Regional, MERCOSUR, dan Komunitas Bangsa-Bangsa
Amerika Latin. Afrika Selatan juga merupakan anggota Uni Afrika dan
Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (BRICS, 2015). Selain itu, Cina dan

Rusia terlibat dalam sejumlah organisasi internasional.

Secara geografis, anggota BRICS tidak berbatasan satu sama lain, dan dari
kejauhan sejarah ekonomi masing-masing negara dapat terlihat berbeda
(Puspitasari, 2011). China dan Rusia mengungguli negara lain dalam hal kinerja
ekonomi. Kesenjangan ideologi di antara para anggota juga menunjukkan bahwa
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tidak ada kesamaan ideologi, ekonomi, atau wilayah geografis. Meskipun
berasal dari latar belakang yang berbeda, para anggota memiliki populasi yang
sama, akses ke sumber daya yang melimpah, dan tujuan ekonomi yang
membantu pertumbuhan ekonomi negara anggota dan pengaruhnya di panggung

global.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yang memiliki agenda tahunan untuk
membicarakan peristiwa terkini dan tantangan global, menguraikan semua
kegiatan yang disetujui dan dilaksanakan oleh BRICS. Negara-negara anggota
akan memiliki opsi untuk menjadi tuan rumah KTT setiap tahun. Pencapaian
BRICS dalam meluncurkan lembaga keuangan New Development Bank (NDB)
pada tahun 2014 merupakan bukti pencapaian berkelanjutan mereka dalam
memperluas dominasinya di seluruh negeri melalui kerja sama multilateral.
Griffith Jones (2014) mengklaim bahwa pembangunan ini nantinya akan
menyediakan pendanaan untuk semua proyek, termasuk infrastruktur dan
program pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara anggota baik

negara maju maupun negara berkembang.

Sebagai akibat dari perdagangan bebas, perpindahan dari sistem kapitalisme ke
globalisasi mendorong semua negara untuk terlibat dan berkontribusi dalam
hubungan bilateral ini, yang pada gilirannya memperkuat karakter industri
kompetitif masing-masing negara. Setiap negara BRICS dianggap mampu
terlibat dalam perdagangan bebas untuk memajukan ekonomi mereka. Selain itu,
di era globalisasi dan perdagangan bebas, negara-negara tetap bergantung satu

sama lain (Priangani, 2015).

2.2.1.2 Tujuan Pembentukan BRICS

Perkembangan afiliasi keuangan BRICS ini mutlak dimiliki alasan-alasan
berbeda. BRICS didirikan sebagai sarana untuk mengatasi penurunan ekonomi
yang disebabkan oleh krisis yang melanda ekonomi abad ke-21. Selain itu, dalam
perekonomian dunia yang didominasi oleh Eropa dan Amerika Serikat, BRICS
merupakan kelompok ekonomi yang pada akhirnya akan bersaing dengan IMF
dan Bank Dunia. Ketentuan yang telah dibuat oleh Barat, tidak diragukan lagi,
digunakan oleh Bank Dunia dan IMF, yang secara alami lebih memihak
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penguasa (maju) daripada negara peserta (berkembang). Ketersediaan cadangan
devisa diprioritaskan dalam upaya mengurangi kerugian negara anggota akibat
pengaruh pihak lain dalam BRICS. Dalam upaya meniru lembaga internasional
seperti IMF dan Bank Dunia, BRICS bermaksud untuk meningkatkan sistem
keuangannya dengan mengganti dolar dengan mata uang baru dan memastikan
stabilitas devisa masing-masing negara anggota melalui metode pembayaran

internasional yang baru (Ismanthono, 2010).

BRICS didirikan tidak hanya untuk mendukung ekonomi global tetapi juga
untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kebaikan bersama. Untuk
menghindari konflik dan perang dingin yang konfrontatif, tujuan perdamaian
dan keamanan adalah menyebarkan demokrasi dan kesetaraan di seluruh
hubungan internasional. Ismanthono (2010), BRICS menawarkan dukungan
kepada negara-negara berkembang dalam berbagai bidang, termasuk
perdagangan, teknologi, pertahanan, dan hubungan diplomatik. BRIC bertujuan
untuk pemerataan dan kelengkapan dalam memberikan bantuan pembangunan
kepada setiap negara. Meskipun negara-negara maju terus mengendalikan
ekonomi global, BRICS berusaha untuk berkontribusi dalam pembentukan
tatanan global dan penegakan keadilan. Mengembangkan strategi di bidang kerja
sama saat ini seperti perang melawan perdagangan narkoba, reformasi IMF,
penerapan dan kemajuan teknologi sesuai dengan standar, prinsip, dan norma
yang berlaku, dan pembentukan perdagangan bebas hambatan adalah tujuan lain

dari para pemimpin negara anggota.

Akuisisi tersebut dimaksudkan untuk memastikan stabilitas pertumbuhan di
negara yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat pengaruh Eropa dan
Amerika Serikat berkat keberadaan lima negara anggota. BRICS juga berharap
menjadi suara yang signifikan bagi negara-negara miskin yang mengadvokasi
perubahan kuantitatif dalam kelompok G-20 dan G-7. Melalui bantuan yang
mereka berikan kepada negara-negara berkembang, asosiasi ekonomi BRIC
diakui dalam skala global atas peran mereka dalam menyelesaikan masalah di
berbagai bidang. Kuota Bank Dunia dan IMF serta hak suara yang diberikan
kepada negara berkembang dapat berubah sebagai hasil dari upaya BRICS untuk
mempromosikan tata kelola global dan reformasi keuangan. Menurut John
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(2012), dalam upaya BRIC untuk mengubah kekuatan suara dan kuota internal,
organisasi internasional ini dapat menjadi rencana untuk mengembangkan
tatanan sistem keuangan baru yang tidak didominasi oleh Bretton Woods.
Menurut Amadeo (2019), Bretton Woods adalah nama perjanjian tahun 1944
yang menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia dan AS sebagai

kekuatan keuangan teratas di dunia.

2.2.1.3 Peran dan Kepentingan Ekonomi Politik Negara Anggota BRICS

Asosiasi ekonomi BRICS dipengaruhi oleh pengaruh berbagai peran masing-
masing negara anggota. India adalah contoh negara yang memainkan banyak
peran ekonomi, politik, dan sosial. Dalam hal ekonomi, promosi perdagangan
intra-BRICS India memerlukan impor dari negara anggota lainnya. Nantinya,
fleksibilitas perdagangan mata uang lain, seperti dolar, dapat ditambahkan,
meningkatkan nilai mata uang masing-masing pihak dan berpotensi
mendevaluasi Dolar AS. India telah memberikan kontribusi sebesar 18 miliar
dolar kepada Pengaturan Cadangan Kontinjensi dan Bank Pembangunan Baru.
India juga menginginkan setiap anggota berkembang menjadi negara yang kuat
sehingga tanggung jawab penguatan tidak hanya dibebankan pada satu atau dua
negara saja. Misalnya, India mengembangkan program pengembangan eksekutif
di seluruh dunia dan menghabiskan sekitar $4 miliar di Afrika Selatan untuk

melatih para pekerjanya.

Cina juga berkontribusi pada upaya BRICS untuk mendorong kerja sama
internasional. Ekonomi BRICS mendapat manfaat dari permintaan Cina yang
signifikan akan makanan dan bahan baku, yang dapat menjadikan Cina mitra
dagang strategis dan mendukung perdagangan bilateral. Dapat dilihat bahwa
antara tahun 1999 dan 2010, Cina membelanjakan total US$ 133 miliar untuk
kedelai dan besi dari Brasil, US$ 180 miliar untuk minyak dari Rusia, besi,
kapas, dan US$ 103 miliar untuk dan tembaga dari India (Oropeza Garcia, 2014).
Orang Cina juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendirian
NDB dan CRA sebagai lembaga keuangan dengan menyumbang 41 miliar dolar
AS.
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Cina mengangkat negara-negara bagian untuk mengubah pola moneter global,
termasuk mengubah sistem pemilihan IMF, karena percaya bahwa partisipasi
yang lebih besar akan menjaga kepentingan semua negara agraris. Menteri Luar
Negeri Cina Wang Yi mengusulkan pembentukan BRICS-Plus pada KTT
Xiamen tahun 2017, yang akan bertindak sebagai forum baru untuk kerja sama
Selatan-Selatan melalui aliansi BRICS. Kuota pemungutan suara IMF dapat
diperluas dengan menggunakan BRICS-Plus untuk memperluas perbatasan
negara-negara anggota. Selain itu, dapat memudahkan negara anggota untuk

memperluas perjanjian perdagangan bilateral atau regional (Donnelly, 2018).

Kontribusi Rusia terhadap pertumbuhan asosiasi ekonomi ini sama pentingnya.
Pertemuan pertama para menteri luar negeri, yang berlangsung di New York
pada 2006, dan kemudian pada pertemuan puncak di Yekaterinburg pada 2009,
dimulai oleh Lavrov, menteri luar negeri Rusia (Stuenkel, 2014). Dengan
berinvestasi di lembaga keuangan NDB dan CRA BRICS, yang menyumbang
US$18 miliar untuk operasi, Rusia juga ikut ambil bagian. Untuk memperkuat
posisinya dalam politik internasional, Rusia menyarankan untuk
mengembangkan layanan konsultasi untuk konflik regional tertentu dan
tantangan hukum internasional kontemporer (BRICS, 2015). Akademi limu
Pengetahuan Rusia, yang meneliti ekonomi dan kebijakan dalam dan luar negeri
negara-negara anggotanya, memberikan kontribusi untuk pendidikan atas nama
Rusia. Institusi pendidikan tinggi di Rusia juga mendukung pertumbuhan
inisiatif pendidikan dan bahasa nasional. Dalam Deklarasi Ufa, Rusia juga

mengusulkan konsep tambahan di berbagai bidang pada KTT ketujuh.

Pendirian NDB dan CRA juga dimungkinkan oleh pemberian dari Brazil, yang
menyumbangkan uang untuk menutupi biaya prasyarat fungsional Bank
Pembangunan sebesar US$ 18 miliar, yang dapat digunakan oleh semua
pemerintah negara bagian. Brazil juga memiliki cadangan minyak terbanyak
dari negara mana pun di dunia, menjadikannya kekuatan penting di antara
anggota UE karena kepemilikannya atas sumber daya domestik tersebut. Brazil
juga semakin memimpin negara-negara BRICS dalam negosiasi global,
khususnya di Putaran Doha Organisasi Perdagangan Dunia (Daemmrich &
Musacchio, 2011). Brazil memiliki tanah yang sangat luas dengan sumber daya
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alam yang melimpah, termasuk mata air bersih, iklim tropis, dan tanah subur,
yang dapat membantu negara-negara BRICS dalam meningkatkan ketahanan
pangan. Karena Brazil menghasilkan daging sapi dan kedelai paling banyak,
Menteri Pertaniannya, Blairo Maggi, setuju untuk meningkatkan perdagangan
dengan para anggotanya (Rosa, 2017). Oleh karena itu, Brazil dapat berfungsi
sebagai pasar yang lebih menguntungkan untuk produk pertanian negara

anggota.

Dalam memajukan kebijakan luar negeri dan mencapai tujuan politik, Afrika
Selatan memiliki peran penting. Afrika Selatan dan BRICS memiliki tujuan yang
sama untuk memperkuat basis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. BRICS
bekerja sama dengan Afrika Selatan untuk mendukung pembangunan
infrastruktur benua Afrika. Dengan cadangan mineral senilai $2,5 triliun, Afrika
Selatan juga merupakan negara terkaya di dunia dan produsen utama platinum,
kromium, vanadium, dan mangan. Ini juga menawarkan layanan ahli untuk
penambangan emas, yang akan membantu negara-negara anggota BRICS yang
miskin sumber daya (BRICS, 2013). Perjanjian NDB dan CRA diperkuat oleh
Afrika Selatan, yang baru saja bergabung dengan lembaga keuangan BRICS

pada tahun 2011 dan menyumbangkan aset sebesar US$ 5 miliar.

2.2.1.4 Peran BRICS dalam Dunia Internasional

Negara berkembang BRICS sekarang mampu mendukung pembangunan suatu
negara dan menyuarakan kepentingannya sebagai hasil dari peningkatan
kerjasama. Pada akhir tahun 2007, menurut bank Amerika Goldman Sachs,
mereka akan mencapai 10% dari PDB global melalui kemitraan yang
berkembang, yang mungkin mengarah pada pemulihan pasar saham yang sama
seperti BRICS. Pada akhir tahun 2007, bobot ekonomi gabungan mereka
menyumbang 15% dari ekonomi global. Sebelum kedatangan Afrika Selatan,
pertumbuhan pasar saham negara-negara BRIC juga meningkat drastis,
mencapai 369 persen di Brazil, 49 persen di India, 630 persen di Rusia, dan 201
persen di Cina (O’Neill, 2007).

Karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat di setiap negara anggota, BRICS

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi global di tahun-tahun
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setelah pembentukannya. Negara-negara anggota yang mengalami transformasi
besar termasuk Brazil, yang pada akhir 1980-an mendorong privatisasi dan
menerapkan rencana stabilitas ekonomi dalam upaya memerangi hiperinflasi.
Cina menghindari krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, dan Rusia juga
berhasil merebut kembali prestise ekonominya melalui kebijakan yang
diberlakukan untuk melakukannya. India bukan satu-satunya negara yang
mengadopsi perubahan ekonomi signifikan secara efektif pada 1990-an
(Puspitasari, 2011).

Dari tahun 2005, menurut perkiraan, GDP BRIC dapat melampaui Amerika
Serikat, Inggris Raya, Jerman, Prancis, dan Jepang pada tahun 2050. Menurut
prediksi yang dibuat dalam makalah tahun 2003 oleh Goldman Sachs, mereka
dapat menjadi ekonomi global. kekuatan dalam 50 tahun ke depan, sekitar tahun
2050. Di masa depan, BRICS berpotensi untuk berperan besar dalam ekonomi
global. Dampak terhadap ekonomi global negara-negara berkembang ini telah
banyak ditunjukkan. Seperti Cina, yang levelnya meningkat 10% selama sepuluh
tahun terakhir. Pencapaian ini berkembang lebih cepat daripada ekonomi negara-
negara G7, yang meliputi AS, UE, Jepang, Prancis, Inggris, Kanada, dan Italia.
Kontribusi negara-negara BRICS terhadap perdagangan global telah
berkembang pesat sebagai hasil dari upayanya untuk mengembangkan
ekonominya, menyalip pasar industri. Bahkan Eropa, yang sedang mengalami
krisis keuangan pada tahun 2010, mungkin mendapat manfaat darinya. Bantuan
diberikan dalam bentuk pembelian obligasi dan aset Jerman yang diterbitkan
Inggris (Lisbet, 2013).

Investasi dilakukan di sektor produksi dan keuangan saat Eropa mengalami
krisis keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi penyebabnya. Selain
menjadi anggota organisasi internasional dan multilateral seperti Organisasi
Perdagangan Dunia, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara
BRICS secara aktif berpartisipasi dan bergabung dengan kontribusi bijaksana
dari BRICS, yang negara-negara anggotanya memberikan $75 kepada KTT
Grup G20 di Los Cabos, Meksiko (Singh & Dube, 2014). Di hadapan ekonomi
global, asosiasi ekonomi ini dapat menunjukkan kekuatan dan perlawanan yang

signifikan. lIkatan ekonomi yang kuat memungkinkan beberapa negara
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berkembang secara ekonomi lebih cepat daripada negara berkembang lainnya.
Potensi negara berkembang berasal dari dua sumber, fakta bahwa stok modal
mereka lebih kecil daripada negara maju dan membutuhkan lebih banyak
investasi modal, dan fakta bahwa negara berkembang mengejar pertumbuhan

mereka dan dapat memanfaatkan teknologi dari negara maju.

Menurut agenda tahunan kelima di Durban, Afrika Selatan, yang mengarah pada
kebijakan BRICS untuk menciptakan Bank Pembangunan sebagai bagian dari
peran BRICS dalam mendorong tingkat kerjasama yang lebih besar, bank akan
membantu negara-negara berkembang di sektor keuangan membangun
infrastruktur dan menyediakan dana asing. cadangan devisa sehingga secara
bertahap dapat menggantikan IMF pada saat krisis ekonomi. Tujuan
keikutsertaan BRICS dalam pertemuan reguler perwakilan tetap di PBB, yang
diselenggarakan di New York dan Jenewa, kontribusi BRICS dengan harapan
dapat berkolaborasi dengan visi jangka panjang BRICS yaitu membahas strategi
untuk mendirikan sekretariat virtual, dewan bisnis atau business council, dan

pembiayaan think tank forum.

Berikut peran multilateral BRICS menurut Patra (2021) dalam tulisannya yang

berjudul Growth and Development in the BRICS Economies :

1. Bank Pembangunan Baru (NDB) dimulai berfungsi pada tahun 2015 dan
telah menyetujui tentang 80 proyek di negara-negara anggotanya
melibatkan portofolio sebesar USD 30 miliar di bidang-bidang seperti
transportasi, air dan sanitasi, energi bersih, infrastruktur digital,
infrastruktur sosial dan perkembangan perkotaan. Sejak September 2021,
NDB menyetujui anggota baru (Uruguay; UEA; Bangladesh). NDB telah
menetapkan target sebesar USD 10 miliar untuk dukungan terkait COVID
yang lebih dari USD 7 miliar telah dicairkan.

2. Pengaturan Cadangan Kontinjensi atau CRA adalah mekanisme dengan
korpus total USD 100 miliar untuk menyediakan swap jangka pendek
dukungan selama krisis neraca pembayaran. Swap memiliki porsi delinked

30 per persen yang dapat diperpanjang sebagai keadaan darurat dukungan
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likuiditas dan bagian terkait dari 70 persen, yang bergantung pada negara
peminta yang memiliki IMF program di tempat.

Kemitraan Ekonomi Strategis BRICS 2021-2025 memberikan roadmap
ekonomi kerjasama antar negara anggota, dengan fokus pada perdagangan
dan investasi, ekonomi digital dan berkelanjutan perkembangan.
Keamanan Informasi BRICS Saluran adalah inisiatif terbaru yang dimulai
selama Kepresidenan Rusia pada tahun 2020, dengan fokus pada pertukaran
informasi tentang keamanan siber dan insiden terkait dunia maya.

Satuan Tugas BRICS pada publik swasta Kemitraan (PPP) dan Infrastruktur
adalah inisiatif lain untuk membentuk forum untuk membahas berbagai
aspek yang berkaitan dengan kerjasama dalam infrastruktur. Pada tahun
2021, fokusnya adalah pada infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan).
Satuan Tugas Pembayaran BRICS (BPTF) adalah inisiatif bank sentral
untuk mendorong kerjasama dalam sistem pembayaran, termasuk proposal
tentang pembayaran lintas batas.

Dewan Bisnis BRICS telah dibuat sebagai platform untuk mempromosikan
dan memperkuat hubungan bisnis, perdagangan dan investasi di antara
komunitas bisnis BRICS dan memastikan bahwa ada dialog reguler antara
mereka dan pemerintah BRICS negara.

Aliansi Bisnis Wanita BRICS (WBA) bertujuan untuk mempromosikan
kewirausahaan perempuan di negara-negara BRICS.

Forum Akademik BRICS (BAF) adalah platform untuk musyawarah dan
diskusi antara lembaga akademik terkemuka dari negara-negara BRICS,
mencari ide dan solusi pada berbagai sosial, lingkungan dan masalah
pendidikan.

Dewan Pemikir BRICS (BTTC) adalah dimulai pada tahun 2013 untuk
meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan peningkatan kapasitas,
antara lain komunitas akademik negara-negara BRICS.

Kerjasama Riset Energi BRICS Platform mempromosikan berkelanjutan
berbasis energi pengembangan, berbagi teknologi energi canggih, perluasan
kerja sama pada program pendidikan, pertukaran data statistik dan rencana

pembangunan sistem energi nasional, dan informasi tentang praktik terbaik
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dan kerangka peraturan di sektor energi. Platform ini juga bertujuan dalam
menciptakan sinergi dalam kerjasama energi BRICS di berbagai platform.

12. BRICS Ramah Lingkungan Platform Teknologi (BEST), diluncurkan pada
2015, Dbertujuan untuk memfasilitasi akumulasi dan pertukaran
pengalaman/informasi terbaik praktik yang tersedia dan lingkungan ramah
("hijau™) teknologi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs).

13. Laporan Keuangan Digital Inklusi menyatukan inisiatif, inovasi dan
reformasi yang dilakukan di negara-negara BRICS di bidang keuangan
inklusi dengan memanfaatkan teknologi digital peralatan. Laporan ini juga
memetakan upaya-upaya tersebut terhadap Pedoman Kebijakan Tingkat

Tinggi G-20 tentang inklusi keuangan digital.

2.3 Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencari penelitian sebelumnya yang
terkait dan relevan dengan subjek yang dicakup oleh penyelidikan sebelumnya.
Studi-studi ini kemudian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 9. Tinjauan Empiris

Peneliti/  Judul Periode Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
Adila Analisis 2015-2019 Data Hasilnya adalah
Sabila Pengaruh Panel,  Trade Openness,
Yuslian, Trade REM Government
(2021) Openness Effectiveness,
dan Control of
Indikator Corruption, dan
Good Voice and
Governance Accountability
Terhadap memiliki
Pertumbuha pengaruh
n Ekonomi signifikan
di Negara terhadap
Asean pertumbuhan
ekonomi.
Siti Nur Analisis 2015-2018 Data Variabel Trade
Hidayah,  Pengaruh Panel,  Openness tidak
Sudati Nur  Trade dan FEM berpengaruh

Sarfiah, FDI
dan Rian  terhadap
Pertumbuha

signifikan dan
Foreign Direct
Investment




Peneliti/  Judul Periode Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
Destinings n Ekonomi berpengaruh
ih (2020)  di Negara positif signifikan
ASEAN -10 terhadap
Pasca MEA pertumbuhan
Tahun ekonomi ASEAN
2015-2018 pasca integrasi
MEA.
Dwi Pengaruh 2010-2017  Data Control of
Mahriun Tata Kelola Panel Corruption,
dan Dewi  Pemerintaha penerimaan pajak,
Zaini n, ekspor
Putri, Penerimaan berpengaruh
(2020) Pajak dan positif signifikan
Ekspor terhadap
terhadap perekonomian di
Perekonomi 11 negara Asia
an di Asia Pasifik.
Pasifik
Muh Pengaruh 2007-2017 Data Pada penelitian
Adnan Good Panel,  ini menunjukkan
Pratama Governance REM hasil bahwa
Annur, Terhadap variabel
(2019) Pertumbuha Government
n Ekonomi Effectiveness,
5 Negara di Political Stability
ASEAN and Absence of
Tahun Violence dan
2007-2017 Voice and
Accountability
berpengaruh
positif signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi 5 negara
ASEAN.
Rahmi Analisis 2007-2017  Data Variabel Trade
Nuraini Pengaruh Panel,  Opennes and
dan Drs. Keterbukaa FEM Foreign Direct
Y.Bagio  n Ekonomi Investment
Mudakir,  Terhadap berpengaruh
(2019) Pertumbuha positif signifikan
n Ekonomi terhadap
(Studi pertumbuhan
Kasus: ekonomi ASEAN.

ASEAN
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Peneliti/  Judul Periode Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
Tahun
2007-2017)
Nala Analisis 2008-2017 Data Pada penelitian
Maulana,  Pengaruh Panel,  ini menunjukkan
(2019) Keterbukaa REM hasil bahwa
n variabel
Perdaganga perdagangan
n, terbuka,
Penanaman penanaman modal
Modal asing inflasi, dan
Asing, populasi
Inflasi, dan berpengaruh
Populasi positif signifikan
Terhadap terhadap PDB
Produk sedangkan
Domestik variabel inflasi
Bruto berpengaruh
Negara negatif signifikan
Anggota terhadap PDB.
ASEAN
Periode
2008-2017
Tharanga  Impact of 2002-2014  Data Variabel Control
Samarasin  Governance 145negara Panel,  of Curruption
ghe, on yang FEM (pengendalian
(2018) Economic diambil dari korupsi)
Growth Uni Eropa, merupakan faktor
Amerika penting bagi
Utara, pertumbuhan
Timur ekonomi dan
Tengah, dan peningkatan satu
Afrika unit dalam
Utara pemberantasan
korupsi yang
menyebabkan
pertumbuhan
ekonomi
meningkat 6,9 %.
Finindya  The Effect 2006-2015 Data Pengaruh
Demarani, of 6 Negara Panel,  efektifitas
(2018) Government ASEAN FEM pemerintah
and Tax memiliki
Ratio to pengaruh positif
Economic signifikan
Growth terhadap
(Case Study pertumbuhan
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Peneliti/  Judul Periode Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
in ASEAN ekonomi, kualitas
Countries) peraturan
berpengaruh
berpengaruh
positif signifikan,
penegakan hukum
berpengaruh
negatif signifikan,
dan kontrol
korupsi
berpengaruh
positif signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Milton The Impact  1990-2013 4 Variabel Opennes
lyohadan of Trade on 15 negara estimat  berpengaruh
Ajan Economic yang or yaitu positif signifikan
Okim, Growth in tergabung data terhadap
(2017) ECOWAS masyarakat panel:  pertumbuhan
Countries:  ekonomi PLS, ekonomi.
Evidence Afrika FEM,
from Panel  Barat REM
Data dan
Dynami
c Panel
Regress
ion
Model.
Marlina Pengaruh 2004-2014  Data Variabel Political
Lumban Good Panel,  Stability and
Gaol, Governance FEM Absense Violence
(2016) terhadap dan Regulatory
Pertumbuha Quality signifikan
n Ekonomi berpengaruh
di ASEAN terhadap
pertumbuhan
ekonomi di
ASEAN.
Yilmaz Public 2002-2013  Data Hasil menujukkan
Bayar, Governance Panel,  bahwa semua
(2016) and REM indikator tata
Economic kelola kecuali
Growth In kualitas regulasi
The secara statistik
Transitional memiliki dampak
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Peneliti/  Judul Periode Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
Economies positif yang
of The signifikan
European terhadap
Union pertumbuhan
ekonomi.

2.4 Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dikemukakan

mengenai hubungan antara mengenai hubungan variabel dependen (Y) dan

variabel independen (X) kemudian dikembangkan menjadi kerangka pemikiran

teoritis sebagai berikut.

Voice and

Accountability

Good
Governa

nce

Government
Effectiveness

Control of
Corruption

Trade Openness

Gambar 6. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

o ——»

Pertumbuhan
Ekonomi

: Variabel Independen (X) secara parsial mempengaruhi Variabel

Dependen (Y)

2.5 Hipotesis

Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Diduga Voice and Accountability berpengaruh positif signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.
Diduga Government Effectiveness berpengaruh positif signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.
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3. Diduga Control of Corruption berpengaruh positif signifikan terhadap
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara
BRICS.

4. Diduga Trade Openness berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-Negara BRICS.

5. Diduga Voice and Accountability, Government Effectiveness, Control of
Corruption, dan Trade Openness berpengaruh serentak signifikan
terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 di Negara-
Negara BRICS.



I11.  METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan hasil pengolahan data dengan menggunakan eviews dan
berdasarkan referensi penelitian sebelumnya guna menganalisis pengaruh dari
indikator Good Governance, antara lain Voice and Accountability, Government
Effectiveness, dan Control of Corruption, serta Keterbukaan Perdagangan
(Trade Openness) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. World Bank dan World
Bank (Worldwide Governance Indicators) yang menerbitkan jenis data
kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Daftar variabel yang digunakan
dalam penelitian ini diberikan di bawah ini.

Tabel 10. Ringkasan Variabel Penelitian

Nama Variabel Satuan Ukuran  Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi Persen World Bank
Voice And Accountability  Indeks World Bank
Government Effectiveness  Indeks World Bank
Control of Corruption Indeks World Bank

Trade Openness Persen World Bank
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Lima negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika
Selatan yang menjadi fokus penelitian ini dari tahun 2014 hingga 2020. Dalam
bentuk data panel, data sekunder dikumpulkan dan dianalisa untuk penelitian
ini. Data deret waktu (Time Series) dan data individual (Cross Section)
digabungkan untuk membuat data panel (Pooled Data) yang digunakan dalam

penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang menjadi fokus analisis diuraikan di bawah ini.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai keadaan di mana suatu negara
menghasilkan lebih banyak komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu,
berkembang menuju kondisi ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan
kekayaan nasional. Informasi yang digunakan adalah data pertumbuhan GDP
(persen tahunan), yaitu pertumbuhan GDP dengan data dari Bank Dunia yang
dinyatakan dalam satuan (persen) berdasarkan harga konstan 2015 (dalam US
dolar) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Berikut ini dapat digunakan
sebagai perhitungan atau formula untuk pertumbuhan ekonomi.

GE = (GDP: — GDP¢.1) / GDPt.1 x 100%
Dimana:
GE = Pertumbuhan Ekonomi
GDP; = GDP tahun t
GDP:.1 = GDP tahun sebelumnya

3.2.2 Voice and Accountability

Voice and Accountability adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan
yang baik yang diukur dari proses politik, kebebasan sipil, dan hak politik rakyat
untuk menentukan pemerintahan yang baik. Data yang digunakan untuk Suara
dan Akuntabilitas berasal dari Afrika Selatan, Brasil, Rusia, India, dan Cina,
dan mencakup tahun 2014 hingga 2020. Variabel ini menggunakan unit indeks.
Indeks ini berkisar dari -2,5 hingga 2,5, atau dari nilai indeks "lemah" hingga
nilai indeks "kuat”, dan memberikan skor keseluruhan suatu negara secara

agregat. Jumlah kebebasan berekspresi di suatu negara sangat rendah ketika
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Suara dan Akuntabilitas mendekati -2,5, sebaliknya, ketika Suara dan
Akuntabilitas mendekati 2,5, negara lebih terbuka dan dapat menghormati
kebebasan berpendapat yang memengaruhi pengambilan keputusan.

3.2.3 Government Effectiveness

Government Effectiveness adalah indikator yang mengukur kualitas pelayanan
publik, sensitivitas tekanan politik, efektivitas pengembangan dan implementasi
kebijakan, dan legitimasi kepatuhan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
Informasi untuk negara-negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan
dari tahun 2014 hingga 2020. Variabel ini menggunakan unit indeks. Indeks ini
berkisar dari -2,5 hingga 2,5, atau dari nilai indeks "lemah" hingga nilai indeks
"kuat", dan memberikan skor keseluruhan suatu negara secara agregat.
Efektivitas pemerintah di suatu negara sangat buruk ketika nilai Government
Effectiveness mendekati -2,5; Namun, ketika nilai Government Effectiveness
mendekati 2,5, negara tersebut memiliki kebijakan pemerintahan yang lebih
efektif.

3.2.4 Control of Corruption

Control of Corruption adalah indikator dengan persepsi tentang sejauh mana
kekuasaan publik digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi kecil
dan besar, serta “penangkapan” negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Data
negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang dimulai tahun 2014-
2020. Variabel ini menggunakan satuan indeks. Indeks ini memberikan
peringkat kepada negara berdasarkan jumlah total indikator, mulai dari -2,5
hingga 2,5, atau -2,5 (lemah) hingga 2,5 (kuat). Semakin rendah nilai Control
of Corruption atau mendekati -2.5 maka tingkat kontrol korupsi di suatu negara
sangat rendah yang menunjukkan tingkat korupsi di suatu negara sangat tinggi,
sebaliknya ketika nilai Control of Corruption mendekati 2.5 maka kontrol
korupsi di suatu negara sangat tinggi yang menunjukkan tingkat korupsi di suatu
negara sangat rendah sehingga dengan tingkat yang mendekati indeks sebesar

2.5 juga memperlihatkan kondisi Governance yang semakin baik.
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3.2.5 Trade Openness

Keterbukaan perdagangan adalah implementasi perdagangan bebas global oleh
negara-negara dengan ekonomi terbuka dalam upaya untuk meningkatkan
kerjasama global dan mempertahankan keadaan ekonomi dalam negeri. Bank
Dunia mendefinisikan keterbukaan perdagangan sebagai rasio jumlah ekspor
terhadap jumlah impor barang dan jasa sebagai bagian dari GDP, atau [(ekspor
+ impor / GDP)] 100%. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan
keterbukaan perdagangan di situs web Bank Dunia, www.worldbank.org. Dari
tahun 2014 hingga 2020, variabel ini dalam satuan persentase. Kinerja
perdagangan suatu negara diukur dengan menggunakan keterbukaan
perdagangan, dan hal ini diduga berdampak positif terhadap PDB, sehingga
semakin tinggi nilai keterbukaan perdagangan maka semakin besar kontribusi
PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Marbun, 2018). Tingkat
keterbukaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok: tingkat keterbukaan rendah,
yang meliputi keterbukaan antara 0 hingga 50%, keterbukaan sedang, yang
mencakup keterbukaan antara 50% hingga 100%, dan tingkat keterbukaan yang
tinggi, yang mencakup keterbukaan di atas 100% (Nowbutsing, 2014).

3.3 Metode Analisis

Metode data panel digunakan dalam penelitian ini. Terdapat keuntungan dari
penggunaan data panel. Terdapat beberapa keunggulan penggunaan metode
data panel (Gujarati D. , 2004). Pertama, dengan adanya variabel khusus
individu, data panel dapat secara eksplisit menjelaskan heterogenitas individu.
Data panel kemudian dapat digunakan untuk menguji dan membuat model
perilaku yang lebih baik sebagai hasil dari kemampuan untuk mengontrol
heterogenitas individu. Kedua, menggunakan data panel akan secara dramatis
mengurangi masalah variabel yang dihilangkan jika efek individu cukup terkait
dengan variabel penjelas lainnya. Ketiga, metode data panel layak digunakan
sebagai kajian penyesuaian dinamis karena didasarkan pada pengamatan Cross
Section (Time Series) yang berulang. Keempat, sejumlah besar pengamatan

berimplikasi pada data yang lebih berwawasan dan beragam, penurunan
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kolinearitas lintas variabel, dan derajat kebebasan yang lebih besar,

memungkinkan temuan estimasi yang lebih akurat.

3.4 Metode Estimasi Data Panel
Analisis regresi dengan data panel digunakan dalam penelitian ini. Francis
Galton memperkenalkan untuk pertama kali istilah regresi (Gujarati, 2009).
Tujuan analisis regresi adalah untuk memperkirakan dan/atau memprediksi
rata-rata (populasi) atau nilai rata-rata dari sampel atau populasi dengan
memeriksa hubungan antara satu variabel (variabel dependen) dan satu atau
lebih faktor lain (variabel penjelas) menggunakan analisis regresi data panel.
Y = F(Xy, Xy, Xz, Xy) (3.2)
Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat di BRICS
persamaan (3.1) ditransformasikanmenjadi model regresi berganda panel:
PEit=Po+ p1VAit + P2GE it + psCCit + p4aTOit + eit  (3.2)

Keterangan:

PE it = Pertumbuhan Ekonomi di negara i pada periode t (Persen)
VAt = Voice and Accountability di negara i pada periode t (Indeks)
GE it = Government Effectiveness di negara i pada periode t (Indeks)
CCit = Control of Corruption di negara i pada periode t (Indeks)
TOit = Trade Openness di negara i pada periode t (Persen)

Bo = Intercept/Konstanta

B1, B2,z = Koefisien Regresi

Bit = error term di negara i pada tahun t

3.5  Prosedur Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memahami karakteristik secara luas dari masing-masing variabel yang
digunakan dalam penelitian ini, dilakukan analisis statistik deskriptif. Temuan
pengukuran rata-rata (mean), maksimum, dan minimum untuk semua variabel
yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel statistik deskriptif

sebagai hasil analisis.
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3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Tiga teknik perhitungan yang berbeda yaitu Common Effect Model (CEM),
Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) yang biasanya
digunakan dalam estimasi dengan data panel. Ketiga pendekatan tersebut

secara signifikan berbeda satu sama lain.

3.5.2.1 Metode Common Effect Model (CEM)

Teknik estimasi yang hanya mengintegrasikan data lintas individu (Cross-
Section) dan deret waktu atau Time Series ini merupakan tipe estimasi paling
dasar dalam pengujian data panel (Widarjono, 2018). Persamaan model CEM
Guijarati (2012) adalah sebagai berikut.

Y = Bo + B1Xuit + [2Xoit + €it (3.3

Keterangan:

Yit : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
Xiit dan Xait : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
Po : Konstanta (Intercept)

P12 : Koefisien regresi

Bit : Error term individu ke-i dan waktu ke-t

3.5.2.2 Metode Fixed Effect Model (FEM)

Untuk kemiringannya tetap sama namun konstanta (Intercep) antar lintas
individu adalah berbeda yang diasumsikan dalam moetode ini (Gujarati D. ,
2012). Teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan Dummy
Variable untuk mengetahui adanya perbedaan intersep disebut teknik model
Fixed Effect (Widarjono, 2018). Dummy berfungsi menangkap perbedaan
intersep antar lintas individu. Menurut Gujarati (2012) Metode Least Square
Dummy Variables (LSDV) lebih umum digunakan untuk menggambarkan

persamaan model ini. Persamaan LSDV dapat dinyatakan sebagai berikut.

Yie= o+ B1X1it + B2Xoit + B3D1ic + [4D2it + BnDnit + €it (3.4)
Keterangan:

Yit : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
Xiitdan Xoit : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

D1, D2, D3 ...Dy : 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0
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untuk lintas individu yang tidak berpengaruh

Po : Konstanta (Intercept)
B, P2, B3, ... : Koefisien regresi
Bit : Error term individu ke-i dan waktu ke-t

3.5.2.3. Metode Random Effect Model (REM)

Hubungan antara lintas individu dan runtun waktu dengan menggunakan
pendekatan variabel gangguan (Error Term) melalui metode Random Effect
Model (REM) (Widarjono, 2018). Pendekatan ini sering mendeteksi perubahan
antar individu dan antar waktu. Derajat kebebasan (Degree of Freedom) pada
pemodelan sebelumnya yaitu Fixed Effect Model dengan penambahan Dummy
Variable dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan yang pada gilirannya
menurunkan efektivitas parameter yang dihitung. Untuk menyempurnakan
model FEM, metode REM hadir dengan menggunakan variabel gangguan
(Error Term) (Widarjono, 2018). Persamaan model ini sebagai berikut

Yie = Poi+ f1X1it + 2X2it + eit (3.5

Dalam hal ini Bo: tidak lagi tetap tetapi bersifat random dan diasumsikan sebagai
variabel acak dengan nilai rata-rata So. Nilai konstanta untuk masing-masing

unit lintas individu (Cross Section) dapat dituliskan sebagai berikut:
Bo =PBo+ui dimana: =1,2, ... ... ,n (3.6)

Untuk o adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukan intersep
populasi dan u;adalah Random Error Term yang menjelaskan adanya perbedaan
perilaku secara individu. Dengan demikian persamaan Random Effect Model

(REM) awal dapat dituliskan kembali menjadi:

Yit = Boi+ PoX1it + BoXoit + eit + i

Yie = Boi + LoX1ic + PoXaic + Vit (3.7)

di mana,

Vit = €it + Uit

Keterangan:

Yit : Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

Xait, Xoit, X3it : Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t
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Po . Intersep

B123 : Koefisien slope

Eit : Error term individu ke-i dan waktu ke-t
Ui : Error term individu

Vit Bt t+ i

3.5.3 Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Tiga metode yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan
Random Effect Model (REM), digunakan untuk mengestimasi data panel.
Pemilihan model yang optimal untuk pengujian ini sangat diperlukan. Ada banyak
pengujian untuk memilih metodologi estimasi data panel, menurut Widarjono
(2018), adalah sebagai berikut.

3.5.3.1 Uji Chow atau Uji F
Uji Chow dilakukan untuk memilih pemodelan terbaik antara Common Effect
Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM) yang paling tepat digunakan
dalam mengestimasi data panel. Adapun hipotesis dari pengujiannya sebagai
berikut.

H, = Common Effect Model

H, = Fixed Effect Model

Apabila F-hitung lebih besar (>) nilai F-tabel maka H, ditolak, artinya menerima
Ha dan memiliki kesimpulan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah
Fixed Effect Model. Sebaliknya F-hitung lebih kecil (<) nilai F-tabel maka Ho
diterima, artinya gagal menerima Ha dan memiliki kesimpulan bahwa model yang
paling tepat untuk digunakan adalah Common Effect Model. Atau dapat juga
membandingkan nilai P-value. Apabila P-value < dari taraf nyata (o) maka model
Fixed Effect lebih tepat, namun apabila P-value > dari taraf nyata (o) maka model
Common Effect Model lebih tepat.

3.5.3.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM diperlukan untuk memilih yang tepat antara model CEM atau Random
Effect Model (REM). Breusch-Pagan adalah tokoh yang mengembangkan uji ini.
Metode ini didasarkan pada nilai residual dan metode OLS. Uji LM dapat
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diketahui dengan melihat nilai distribusi chi-squares dengan degree of freedom
sesuai jumlah variabel bebas. Hipotesis untuk model LM adalah sebagai berikut.
Ho= Common Effect Model

H, = Random Effects Model

Apabila nilai p-value (<) dari taraf nyata (a=5%) maka tolak hipotesis nol, dengan
demikian estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random
effect daripada metode OLS atau dapat juga jika nilai LM statistik kurang (<) dari
nilaistatistik chi-squares sebagai nilai kritis maka gagal tolak hipotesis nol, dengan

demikian model yang digunakan adalah Common Efect Model.

3.5.3.3 Uji Hausman
Hausman mengembangkan uji statistik untuk memilih antara model fixed effect atau
random effect. Hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H, = Random Efect Model

H., = Fixed Effect Model

Ketentuannya adalah jika Chi-Square hitung lebih besar (>) dari nilai Chi-Square
tabel maka Ho ditolak, maka terima Ha dan model yang paling tepat digunakan yaitu
Fixed Effect Model. Sebaliknya jika Chi-Square hitung kurang (<) dari nilai Chi-
Square tabel maka H, diterima, maka gagal menerima Ha dan model yang paling
tepat digunakan yaitu Common Effect Model. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai
P-value. Apabila P-value lebih besar (>) o yang berarti Ho diterima dan jika p-value

kurang (<) dari a maka H, ditolak.

3.5.4 Pengujian Asumsi Klasik

Estimator OLS optimal yang tersedia bergantung pada pemenuhan asumsi klasik.
Persyaratan harus tidak bias, linier, dan memiliki varian rendah (BLUE, Best Linear
Unbiased Estimator) karena ini sangat penting dalam analisis regresi. Widarjono
(2018) menegaskan bahwa sejumlah uji, antara lain uji autokorelasi,
heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas, dapat digunakan untuk
menentukan apakah suatu model penduga mengikuti asumsi klasik atau tidak

karena harus dipenuhi agar estimator OLS yang tersedia menjadi yang terbaik.
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3.5.4.1 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi
berdistribusi normal atau tidak. Nilai dalam model regresi yang efektif terdistribusi
secara teratur. Residual dapat ditentukan terdistribusi secara teratur atau tidak
dengan menggunakan dua metode: analisis grafis dan pengujian statistik.
Pendekatan Jarque-Bera, yang menguji nilai probabilitas, dapat digunakan untuk
melakukan uji normalitas. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai
signifikansi > 0,05 atau lebih besar dari o = 5% atau besaran alfa yang digunakan.
Pada metode ini juga dapat melihat hasil Jarque — Bera Test (J — B). Uji normalitas
dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara Chi-tabel yang
merupakan nilai signifikan yaitu sebesar 0.05 atau besar alfa yang digunakan dan
df sebesar 2, dengan nilai Jarque-Bera (nilai Chi-statistik). Data biasanya tersebar
normal jika nilai Jarque-Bera (Chi-Statistics) lebih rendah. Sebaliknya, data tidak
terdistribusi secara normal jika nilai Jarque-Bera (Chi-Statistic) lebih tinggi.Dengan
hipotesis yaitu:

Ho : Residual terdistribusi normal

Ha : Residual tidak terdistribusi normal

3.5.4.2 Deteksi Multikolinieritas

Rahner Frish adalah tokoh yang  menciptakan kata "multikolinearitas."
Multikolinearitas regresi mengacu pada interaksi variabel bebasnya (Widarjono,
2018). Ada berbagai cara untuk mengidentifikasi multikolinearitas dalam suatu
model, antara lain sebagai berikut: (1) Nilai R? tinggi, tetapi variabel independen
yang signifikan hanya sedikit; (2) Variabel bebas berkorelasi parsial; (3) Regresi
auxiliary; (4) Teknik identifikasi klien; dan (5) Varians Infaltion Factor dan
Tolerance. Data yang berkorelasi parsial antar variabel independen akan
digunakan untuk mengidentifikasi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.
Menurut aturan umum, masalah multikolinearitas dalam model terdeteksi jika
koefisien korelasi di atas 0,85 yang dianggap cukup tinggi (Widarjono, 2018).
Semakin rendah nilai koefisien korelasi maka model tidak terdapat masalah

multikolinieritas.
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3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Ketika residual dari variabel yang digunakan dalam model tidak memiliki varians
yang sama, ini disebut heteroskedastisitas. Suatu kondisi yang dikenal sebagai
heteroskedastisitas menyebabkan varian meningkat dengan ukuran populasi atau
ukuran sampel dan estimasi regresi menjadi bias. Uji heteroskedastisitas bertujuan
untuk memastikan apakah residual pengamatan model regresi memiliki varians
yang tidak merata. Jika varian residu antara satu pengamatan dan pengamatan
berikutnya tidak berbeda, fenomena tersebut disebut sebagai homoskedastisitas;
dan merupakan model regresi yang efektif. Ada banyak teknik untuk
mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas. Dalam menguji masalah
heteroskedastisitas secara informal dapat dilihat melalui grafik. Jika grafik
mengikuti pola tertentu misal linier berarti pada model tersebut terjadi

heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya.

Untuk menentukan apakah terdapat variasi dalam varian residu dari semua unit
pengamatan dalam model regresi linier, tepatnya melihat masalah
heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Teknik uji white digunakan dalam
penelitian ini. Teknik White dipandang lebih unggul daripada metode Breusch-
Pagan karena tidak didasarkan pada kenormalan variabel gangguan. Menurut
Widarjono (2018), teknik white telah berkembang menjadi metode yang tidak

memerlukan anggapan adanya kenormalan pada variabel gangguan.

Adapun langkah dalam Metode White tepatnya White dengan Cross Terms sebagai
berikut.
1. Melakukan estimasi pada persamaan 3.2 dengan metode panel yang dipilih

dan mendapatkan residualnya (&;;).

2. Melakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut Regresi Auxiliary:
Regresi Auxiliary dengan perkalian antar variabel independen (cross terms)

sebagai berikut:

&2 = ao + VA, + aGEy + a3CCiy + auTOy + asVA% + agGE?, +
a;CC%, + agTO?, + agVA;, . GEi + a1oVAy . CCip + a11VA;. TO;p +
alzGEit . CCit + a13CCit . TOit + Vit (38)
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Untuk &;;2 adalah residual kuadrat yang diperoleh dari persamaan 3.2 yang
diestimasi dengan model data panel yang dipilih. Dari persamaan 3.8 diperoleh

nilai koefisien determinasi (R?).

3. Dalam Auxiliary Regression, variabel independen tidak termasuk konstanta
untuk melihat derajat kebebasan, sehingga uji White didasarkan pada jumlah
sampel atau observasi (n) dikalikan dengan R?, yang akan mengikuti distribusi
chi-kuadrat dengan derajat kebebasan yang ditetapkan. Rumus berikut dapat

digunakan untuk menentukan nilai yang ditentukan statistik chi-kuadrat.

n. R? ~ y%s
4. Apabila nilai chi-squares hitung yaitu n. R? lebih besar dari nilai %2 Kritis dengan
derajat kepercayaan pada 0.05 maka ada heteroskedastisitas sebaliknya apabila
chi-squares hitung lebih kecil dari nilai y? Kritis menunjukkan tidak adanya

heteroskedastisitas.

Berikut hipotesis yang digunakan:

Ho: Bi = 0, homoskedastisitas (Tidak terdapat hubungan antar variabel independen
dan residual).

Ha: paling tidak satu Bi # 0, heteroskedastisitas (terdapat hubungan antara variabel

independen dan residual).

3.5.4.4 Uji Autokorelasi

Menurut Widarjono (2018), autokorelasi menggambarkan hubungan antara satu
variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Data deret waktu seringkali
memiliki masalah autokorelasi, namun data cross section juga dapat memiliki
masalah autokorelasi. Uji Durbin Watson (DW), Uji Breusch-Godfrey (BG), atau
Uji Langrange Multiplier (LM) dapat digunakan untuk menentukan apakah model
memiliki masalah autokorelasi. Uji DW akan digunakan dalam investigasi ini.
Berikut hipotesisnya.

Ho: tidak terdapat autokorelasi

Ha: terdapat autokorelasi

Berikut ketentuan keputusan uji DW menurut Santoso (2019): terjadi autokorelasi

positif bila nilai DW kurang dari -2, tidak ada autokorelasi bila nilai DW antara -2
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dan +2, dan negatif autokorelasi ketika nilai DW lebih dari +2.

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah bagian utama dari pengujian ekonometrika. Selain
digunakan untuk menilai kebenaran data, uji ini bermanfaat untuk dijadikan temuan
penelitian. Ada tiga (tiga) jenis pengujian yang akan dilakukan saat menguji
hipotesis yang akan dilakukan sebagai berikut.

3.5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Dengan mengasumsikan bahwa semua variabel independen lainnya tetap konstan,
uji t digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2009). Uji signifikansi parameter
individu pada tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan 95% serta [df = (n-K)].

Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut.
a) Voice and Accountability
Ho (1) : 1 = 0 Voice and Accountability diduga tidak berpengaruh
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.
Ha (1) : B1 >0, Voice and Accountability diduga berpengaruh positif signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020 .
b) Government Effectiveness
Ho (2) : B2 = 0 Government Effectiveness diduga tidak berpengaruh
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.
Ha (2) : B2 > 0 Government Effectiveness diduga berpengaruh positif signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.
c) Control of Corruption
Ho (3) : B3 = 0 Control of Corruption diduga tidak berpengaruh signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.
Ha (3) : B3 > 0 Control of Corruption diduga berpengaruh positif signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.
d) Trade Openness
Ho (4) : Ba =0 Trade Openness diduga tidak berpengaruh signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020
Ha (4) : Bs > 0 Trade Openness diduga berpengaruh positif signifikan terhadap



80

Pertumbuhan Ekonomi di Negara BRICS 2014-2020.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dan dengan
derajat kebebasan (df = n-K), dimana n adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah
parameter yang digunakan. Maka dapat dirumuskan kriterianya adalah apabila nilai
t-hitung lebih besar (>) dari t-tabel maka gagal menerima Ho, sebaliknya apabila
nilai t- hitung lebih kecil (<) t-tabel maka berhasil menerima Hy. Atau dapat melihat
nilai probabilitas, apabila nilai proabilitas > o.= 0.05 maka menerima Hy, sebaliknya

jika nilai probabilitas < 0.05 maka menolak Hy,.

3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk memastikan apakah setiap variabel independen secara serentak memiliki

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka menurut Gujarati (2012),

perlu dilakukan uji signifikansi simultan (uji F). Hipotesis dalam pengujian F-

statistik, sebagai berikut.

Ho : B1 =2 = B3 = B4 = 0 Semua variabel independen tidak berpengaruh secara
serentak terhadap variabel dependen.

Ha: B1 # B2 # 33 # B4 # 0, setidaknya satu variabel independen berpengaruh secara

serentak terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan
(df, =K-1) dan (df, = (n-K), dimana K adalah jumlah parameter yang digunakan dan
n adalah jumlah observasi. Kriterianya apabila F-hitung lebih kecil (<)
dibandingkan F tabel maka H, diterima dan H, ditolak, artinya secara simultan
variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Sebaliknya apabila F- hitung lebih besar (>) dibandingkan F tabel maka H, ditolak
dan H, diterima, artinya secara simultan variabel independen mempengaruhi

variabel dependen secara signifikan.
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3.5.6 Koefisien Determinasi (R?)

Besarnya atau persentase total varians pada variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen dinyatakan sebagai koefisien determinasi (R?)
(Gujarati D., 2009). Kisaran koefisien determinasi (R?) adalah dari 0 sampai 1.
Selain itu, jika R? sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas
dan terikat dan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan bahwa
pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen berkurang jika R?
mendekati 0. Pada sisi lain, jika R> mendekati 1, ini menunjukkan pengaruh yang

lebih besar dari faktor independen terhadap variabel dependen.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Temuan hasil penelitian dalam analisis data dan pembahasan ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara parsial, menghasilkan bahwa Voice and Accountability memiliki
pengaruh positif ~ dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Kebebasan berpendapat melalui partisipasi politik yang ada
dapat mendorong Penambahan Produk Domestik Bruto yang terus
menerus menunjukkan adanya peningkatan pendapatan nasional yang
artinya sebagai indikator yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan
ekonomi. Iklim demokrasi di Brazil bergerak cukup bagus sebagai negara
demokrasi, negara ini pelan-pelan mulai mengurangi kekuasaan militer
dalam politik dan berusaha memunculkan sistem pemerintahan yang lebih
terbuka dan demokratis, dapat dilihat dalam pemilihan umum yang sah dan
bebas, jaminan hak-hak individu, dan partisipasi masyarakat dalam
perumusan perencanaan kebijakan yang tertuang dalam Konstitusi Brasil
Baru. Rusia semenjak runtuhnya Uni Soviet, pemerintahan Rusia sudah
mulai condong ke paham demokrasi sehingga Rusia memutuskan untuk
berubah haluan menjadi negara Federal berpaham demokrasi republik dan
sistem pemerintahan presidensial artinya kekuasaan pemerintah harus
lebih mendengarkan aspirasi masyarakat meskipun bukanlah yang mudah
untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan keragaman etnik
yang tinggi dan wilayah yang cukup luas. India adalah negara demokrasi
terbesar di dunia, dan setiap Hari Republik India, pesta konstitusi diadakan
sebagai cara untuk melihat capaian partisipasi masyarakat dan merayakan
pencapaian pemerintah dengan kebijakan yang dibuat. Kebebasan

berpendapat di Cina memang masih terbatas dibandingkan negara lainnya



di BRICS dengan sistem kepartaian yaitu satu partai tepatnya dikuasai oleh
Partai Komunis Cina. Tetapi, sistem kepartaian yang ditetapkan sudah
mulai disesuaikan secara relevan artinya untuk mendorong pengambilan
keputusan yang lebih demokratis dan ilmiah oleh partai-partai yang
berkuasa dan di berbagai tingkat pemerintahan, serta mencegah kekacauan
politik dan disorganisasi yang disebabkan oleh perselisihan antar partai.
Afrika Selatan telah mencapai kemajuan dalam mencapai kebebasan
berbicara, yang ditunjukkan dengan penerapan sistem politik presidensial
multipartai yang relatif demokratis dengan mengadakan pemilihan umum
dan didukung dengan berakhirnya era apartheid.

. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi tidak dipengaruhi oleh efektivitas pemerintah, yang merupakan
ukuran seberapa baik kinerja pemerintah dalam penelitian ini.
Kompleksitas dan panjangnya birokrasi yang rumit dan bertele-tele akan
mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar bagi pemerintah dan
masyarakat. Brazil masih berupaya menghadapi masalah yang mendesak,
khususnya dalam bentuk infrastruktur yang tidak memadai dan tingkat
ketimpangan sosial yang tinggi, sangat terasa di bidang pendidikan. Begitu
pula, kinerja pada bidang kebijakan yang dinilai Brazil masih tertinggal
dalam hal proyek infrastruktur dan kebijakan industri. Situasi di Rusia
terlihat masih tertinggal dalam hal pemerintahan pusat mengenai kapasitas
perencanaan strategis, koordinasi antar kementerian yang kurang efektif
dan kapasitas implementasi. Keefektifan pemerintah India dilihat masih
kurang meskipun tingkat nasional dinilai memiliki kemampuan
pengarahan pemerintah pusat India secara positif. Pemerintah harus
mampu mengatasi persoalan yang cukup besar seperti mengatasi
kesenjangan sosial, memodernisasi infrastrukturnya, dan membuat
kemajuan terutama sektor kesehatan dan pendidikan. Untuk Cina masih
terus berupaya mengurangi risiko tertentu oleh tingginya tingkat
ketidaksetaraan sosial, perkembangan demografis dan masalah lingkungan
yang berkembang. Situasi pemerintah Afrika Selatan dinilai masih kurang

menunjukkan peningkatan di bidang koordinasi antar kementerian yang
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efektif, implementasi kebijakan dan kebijakan komunikasi seperti di
bidang utama pendidikan dan kebijakan pasar tenaga kerja, Afrika Selatan
masih menunjukkan kelemahan yang mencolok karena anggaran di tingkat

sub nasional dan lokal kurang digunakan secara efektif.

. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan Control of Corruption
yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Negara yang memiliki kualitas institusi yang rendah maka korupsi tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya
kualitas institusi dalam pengendalian korupsi membuat pemerintah lebih
mengeluarkan aturan birokrasi dan Control of Corruption yang lebih
ketat. Imbas dari adanya peningkatan pengendalian korupsi ini dapat
mendorong pegawai pemerintah tepatnya pembuat kebijakan untuk
bekerja lebih keras dalam upaya pemberantasan korupsi. Peradilan Brazil
sangat terbebani dan birokratis yang menyebabkan proses panjang dan
tumpukan kasus sehingga dianggap sistem peraturan pengendalian korupsi
berjalan tidak efisien. Sistem peradilan memang ada tetapi terdapat
indikasi korupsi dengan risiko yang tinggi karena peradilan secara formal
sebagian besar independen tetapi kapasitas yang terbatas sehingga hakim
rentan terhadap suap dan serta penyuapan yang kerap terjadi bagi
perusahaan saat memperoleh layanan publik. Rusia merupakan negara
otoriter yang dinilai pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah
masih belum maksimal terlebih lagi pemerintah rusia telah melakukan
penangkapan gerakkan anti korupsi yang digerakkan oleh masyarakat
Rusia sehingga cukup sulit untuk dimusnahkan. Keadaan korupsi di India
terus merajalela yang disebabkan oleh kurangnya efektivitas manajemen
dan organisasi seperti rendahnya pengontrolan dan pegawasan proses
administrasi dan kesalahan penunjukkan pejabat publik yang tidak
bertanggung jawab. Cina dinilai merupakan negara yang begitu berani
dalam memberantas tindak korupsi terutama di kalangan pemerintah yang
dibuktikan dengan hukuman mati yang terdapat dalam undang-undang
Hukum Pidana Cina. Afrika Selatan memiliki permasalahan yang cukup

mencolok dalam hal tingkat patronase, korupsi, dan nepotisme yang cukup
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tinggi. Sebenarnya Afrika Selatan sudah memiliki sebuah unit investigasi
terhadap kejahatan dan korupsi yang bernama Scorpions yang dibentuk
tahun 2002 tetapi dihentikan.

4. Secara parsial, menghasilkan Trade Openness memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
dalam suatu negara juga terjadi karena melalui keterbukaan perdagangan
dengan adanya perdagangan internasional menyebabkan peningkatan
produktivitas sumber daya ekonomi dalam negeri melalui transfer
pengetahuan dan teknologi yang lebih mempermudah kegiatan
perekonomian suatu negeri, hal ini akan mendorong pertumbuhan output
yang meningkatkan pendapatan nasional suatu negara merupakan suatu
tanda pertumbuhan ekonomi. Brazil dalam memasuki perdagangan dunia
lebih memfokuskan strategi sektor pertanian. Strategi dalam sektor
tersebut dilakukan dengan dua akses utama, yang pertama pemberian
insentif besar bagi perusahaan agribisnis baik dalam ekspor seperti yang
diterapkan pada sektor kedelai dan gandum. Akses yang kedua melalui
pemberian insentif kepada perusahaan agribisnis dalam akuisisi
perusahaan asing sebagai strategi dalam akses pasar luar negeri. Rusia
adalah negara dengan sumber daya yang melimpah, terutama di industri
pertambangan, minyak, dan gas, yang memanfaatkan sumber daya alam
dan tenaga kerjanya. BRICS menjadi salah satu alternatif Rusia dalam
mengembangkan perdagangan internasional nya dengan pasar komoditi
utamanya adalah Migas. Keanggotaan BRICS di India menguntungkan
perekonomian India. Brazil dipandang lebih baik dalam impor dan ekspor
perangkat lunak, sehingga India ingin bekerja sama dengannya untuk
menjadikan negaranya pemain terkemuka dalam ekonomi politik dunia
sekaligus menambah suntikan dana bagi pembangunan negaranya.
Perdagangan antara Cina dengan negara-negara BRICS dinilai sangat
saling melengkapi dan diduga dapat mempertahankan pertumbuhannya
dengan kerja sama ekonomi melalui keterbukaan perdagangan semakin
solid. Cina merupakan pengekspor produk mekanik dan elektronik dan

padat karya terbesar dan negara lainnya sebagai pengimpor produk energi,



pertanian, dan biji logam. Keterlibatan Afrika Selatan dengan bergabung
dengan BRICS dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
pembangunan Afrika Selatan di masa depan. Bidang kebijakan ekonomi,
perdagangan, investasi, pertanian, pertambangan, minyak, infrastruktur,
kesehatan, penelitian, dan teknologi merupakan bidang kerja sama yang
dijalankan dengan negara anggota BRICS.

5. Secara simultan, hasil perhitungan uji ini menghasilkan bahwa seluruh
variabel bebas serentak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.

1. Voice and Accountability berdasarkan hasil penelitian dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS. Dalam hal ini pemerintah
sebaiknya mengambil kebijakan yang terus mendukung peningkatan Voice
and Accountability. Supremasi hukum, serta mengadopsi penilaian yang
mempertimbangkan kepentingan individu, tidak diragukan lagi akan
membantu mengurangi guncangan politik seperti protes radikal dan
ketegangan antar negara. Menjaga iklim politik yang relatif stabil juga
membuat suatu negara dapat lebih efektif dalam menjalankan operasional
negara. Pemerintah juga diharapkan memberi ruang aspirasi masyarakat
yang lebih untuk mengembangkan ide dalam presepsi pembangunan deni
meningkatnya partisipasi masyarakat. Karena bagaimanapun, secara
jangka panjang Voice and Accountability akan memberi efek preferensi
dan meningkatkan inovasi masyarakat dalam kualitas kebijakan publik.
Secara spesifik seperti pada Brazil harus benar-benar menerapkan
kebijakan pemerintahan yang demokratis dan berusaha mengurangi
kekuasaan militer sehingga masyarakat akan lebih berani bersuara baik
terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang menandai
peningkatan partisipasi masyarakatnya. Rusia dengan berubah haluan

menjadi negara berpaham demokrasi republik diharapkan dapat mulai
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bangkit dan lebih menerapkan kebijakan dalam memperbaiki gejolak
dalam pemerintahan dengan keragaman etnik melalui penerapan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik seperti asas pemerintahan yang
terbuka, berstrategi untuk masa depan, pertanggungjawaban, dan
sebagainya. India memang terkenal dengan negara yang demokratis namun
demokratis tidak hanya ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemilihan
umum yang besar-besaran tetapi pemerintah India harus lebih berpikir
terbuka mengenai kesenjangan sosial yang ada antar masyarakat melalui
kebijakan yang lebih mengedapankan keterlibatan masyarakat agar
keinginan ataupun keluh kesah yang ada merata bukan untuk golongan
tertentu saja. Cina merupakan negara yang paling terbatas dalam
mengemukakan pendapat karena demi sistem kepartaian tunggal sehingga
suara dari masyarakat sulit untuk di dengar. Oleh karena itu, diharapkan
Cina harus mulai menyesuaikan kebijakan yang ada dan berusaha lebih
sedikit terbuka dengan masukan yang ada untuk mengurangi kegaduhan
politik demi tercapainya pertumbuhan ekonomi. Afrika Selatan diharapkan
agar lebih mempertahankan praktik demokratis yang ada terlebih lagi
setelah tidak berlakunya lagi praktik perbedaan ras dalam negara ini.
Namun, tetap harus melalui kebijakan pemerintah dengan strategi dan
tujuan yang diperlukan baik melalui kebijakan untuk peningkatan
pelayanan infrastruktur komunikasi, teknologi, dan edukasi sosial untuk
mencegah perselisihan karena perbedaan antar ras yang mengurangi
partipasi masyarakat demi perekonomian yang lebih baik.

. Untuk Government Effectiveness berdasarkan hasil penelitian dapat
menurunkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan maka dari itu
pemerintah diharapkan agar lebih berupaya dalam melakukan efisiensi
birokrasi tanpa harus memotong pengeluaran pemerintah yang terlalu
banyak, agar permintaan agregat dari pengeluaran pemerintah tetap terjaga
dan berimbang. Selain itu, pemerintah harus mampu memperkuat
pengawasan dan penilaian terhadap para pekerja sipil tersebut,
memaksimalkan efisiensi birokrasi, dan menumbuhkan kepercayaan yang

lebih besar di antara negara-negara yang tergabung. Agar lebih
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berkonsentrasi pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mendorong
pertumbuhan ekonomi negara anggota dan menjadi lebih bermanfaat bagi
negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Secara spesifik
seperti pada Brazil harus mampu memperbaiki birokrasi yang lemah
karena kinerja kebijakan yang masih tertinggal dari negara lainnya.
Kebijakan yang berorientasi pada reformasi birokrasi yang lebih kuat dan
handal sangat diperlukan dalam hak memperbaiki Kinerja pemenuhan
barang publik dalam hal infrastruktur, pendidikan, maupun industri.
Pemerintah Rusia harus berani untuk lebih keluar dari negara otoriter
sehingga partisipasi publik dan para pakar lebih terdengar untuk
perekonomian yang lebih baik. Rusia diharapkan menciptakan dan
memperbaiki hubungan dan komunikasi yang lebih harmonis antara
pemerintahan pusat, kementerian, dan daerah sehingga berbagai strategi
pembangunan bisa berjalan sesuai dengn tujuan yang diinginkan. India
mengenai keefektifan pemerintahnnya masih rendah sehingga perlu
diperbaiki, maksudnya perlu koordinasi dan konsultasi dalam setiap
lapisan masyarakat yang lebih baik karena wilayah yang luas cukup sulit
dilakukan. Pemerintah India harus mampu menempatkan urusan negara
dengan urusan budaya atau adat istiadat dan memberikan edukasi perihal
hal tersebut karena sistem perbedaan status sosial yang masih kental di
India juga menyebabkan penyaluran kebijakan untuk kesejahteraan
masyarakat kerap tidak merata. Cina merupakan negara yang paling
menonjol dalam efektifitas pemerintahannya karena srategi perencanaan
jangka panjang dan koordinasi antar pemerintah yang lebih baik. Tetapi
masih perlunya pembentukan kebijakan regional yang kuat untuk
mengatasi perbedaan pelayanan pada masyarakat pinggiran. Untuk Afrika
Selatan sangat diperlukan pembenahan birokrasi yang harus lebih
meningkatkan pengaturan antar elemen yang tegas dan kuat, pembentukan
kebijakan dalam mempererat koordinasi dan komunikasi antar lembaga
sehingga alokasi anggaran dan implementasi kebijakan seperti penyaluran
pendidikan lebih berjalan efisien karena penggunaan anggaran yang tepat.
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3. Untuk Control of Corruption berdasarkan hasil penelitian dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan. Untuk itu,
diharapkan bagi pemerintah dapat terus berupaya dalam pengendalian dari
praktik korupsi yang dapat merugikan negara melalui sanksi yang berlaku.
Meskipun dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan tetapi terdapat
pengaruh positif yang diduga masih lemah sehingga perlunya peningkatan
pengendalian korupsi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tindakan pengendalian korupsi yang lebih tegas dan transparan diperlukan
jika publik, investor, dan/atau sektor swasta ingin sepenuhnya percaya
pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang
adil dan menguntungkan. Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama
dengan lembaga anti korupsi di negara lain yang memiliki tingkat korupsi
yang relatif rendah, sehingga upaya-upaya Yyang berhasil
diimplementasikan dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing
negara dengan membangun karakter yang taat, jujur, dan gaya hidup
sederhana seperti melalui lembaga pendidikan yang lebih berkualitas.
Brazil harus mengeluarkan kebijakan internal seperti penguatan pada
sistem peradilan dengan memberikan kapasitas yang lebih banyak
sehingga kinerja hakim dapat diawasi. Brazil juga diharapkan membenahi
proses birokratis panjang sehingga terjadi tumpukan kasus, seharusnya
harus mampu mengeluarkan kebijakan melalui pembentukan aturan yang
secara tegas dan kuat dengan meningkatkan efisiensi sistem hukum dan
reformasi birokrasi serta sektor publik yang lebih terkontrol. Rusia terkenal
dengan negara otoriter tetapi berkaitan dengan pengendalian korupsi dalam
negara ini masih kurang maksimal sehingga pemerintah Rusia perlu
menegakkan peraturan hukum yang berlaku yang tidak berat sebelah
terutama pada aktor negara dan publik. Rusia harus melakukan reformasi
sistem hukum pidana dan sistem keuangan negara yang lebih aman
sehingga dapat memperkecil kesempatan yang ada. Pemerintah India perlu
mengeluarkan  kebijakan internal dalam mendukung efektivitas
manajemen sehingga pengontrolan dan pengawasan proses administrasi

dapat lebih baik. Wawasan mengenai bahaya korupsi perlu dilakukan



seperti pengadaan program pendidikan dalam pemberantasan korupsi
sehingga kesadaran masyarakat untuk tidak menyuap di setiap proses
administrasi maupun institusi politik akan tumbuh seiring dengan
pemahaman mengenai bahaya yang timbul. Cina dinilai sudah baik dalam
pemberantasan korupsi. Kebijakan birokrasi yang kuat dengan sanksi yang
tegas berhasil menurunkan kasus korupsi di Cina. Kebijakan tegas tanpa
pandang bulu yang diterapkan Cina dengan program pengendalian yang
handal ke depannya harus tetap dipertahankan dan bisa memberikan
contoh serta menjalin kerja sama dengan negara lainnya. Untuk Afrika
Selatan diketahui patronase, korupsi, dan nepotisme yang cukup tinggi.
Afrika Selatan harus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang ada.
Perlunya pembentukan lembaga yang kuat dan independen sehingga
terbebas dari intervensi pihak lain dan kebijakan pengendalian seperti
pengontrolan pada kinerja lembaga khususnya sektor publik yang ketat.
Pemerintah juga harus berupaya menjalin kerja sama dan belajar dengan

negara BRICS untuk memberantas korupsi.

Untuk Trade Openness berdasarkan hasil penelitian dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di lima negara BRICS. Untuk mengoptimalkan
produktivitas dan memungkinkan masyarakat dan swasta bersaing dengan
bangsa lain, pemerintah dituntut untuk mampu menyediakan dan
meningkatkan fasilitas yang diperlukan. Dalam hal perdagangan dan
inovasi teknis, negara-negara BRICS tentunya memiliki banyak
keuntungan dan peluang, tetapi ada kekhawatiran bagi negara anggota
yang memang pertumbuhan ekonominya jauh dari negara Cina untuk
mampu bersaing dalam pasar ekspor maupun investasi yang ada sehingga
dimungkinkan Bank Pembangunan BRICS akan menggulirkan pinjaman
sebagai investasi besar-besaran kepada negara anggota lainnya. Hal ini
bisa berdampak positif maupun negatif bagi negara anggota sesuai
bagaimana setiap negara menyikapinya dengan strategi yang tepat. Oleh
karena itu, pemerintah diharapkan dapat mendukung kebijakan yang lebih
tepat pada perubahan struktural yang berfokus pada peningkatan

produktivitas berbagai sektor demi menghadapi peluang dan tantangan
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masing-masing negara. Secara spesifik seperti pada Brazil mengenai
keterbukaan perdagangan harus lebih berfokus pada kebijakan spesialisasi
pada sektor pertanian baik dengan meningkatkan ekspor dan penerapan
strategi insentif perusahaan agribisnis dan mendukung akuisisi perusahaan
asing untuk lingkup pasar yang lebih luas. Pemerintah Rusia harus mampu
memfokuskan diri pada pemanfaatan potensi pada sumber daya yang
melimpah, terutama di industri pertambangan, minyak, dan gas, yang
memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerjanya. Penerapan strategi
kerja sama yang solid yang menguntungkan untuk menciptakan produksi
yang lebih efisien. India memiliki potensi sumber daya manusia yang
melimpah terlebih lagi perkembangan teknologi yang baik. Oleh karena
itu, India harus mampu memanfaatkan kerja sama yang terjalin untuk
kekuatan perekonomian sehingga harus lebih menerapkan dan mendukung
kebijakan integrasi internasional terutama untuk sektor keuangan dalam
mendukung penerapan teknologi dan infrastruktur yang lebih modern.
Kebijakan pemerintah Cina secara global tidak diragukan lagi. Cina
merupakan pengekspor produk mekanik dan elektronik dan padat karya
terbesar dari negara lainnya, terbukti pertumbuhan ekonominya secara
rata-rata dalam penelitian ini yang paling tinggi. Capaian Cina yang lebih
mendominasi dari negara lainnya harus lebih terkontrol dan mampu
memberikan manfaat bagi negara lainnya mengingat bukanlah yang mudah
untuk menyamakan capaian perekonomian setiap negara sehingga
perlunya dukungan pada peningkatan produktivitas dan perubahan
struktural yang baik. Afrika Selatan diharapkan harus terus mendukung
kebijakan peningkatan hubungan antar negara anggota. Untuk
meningkatkan perekonomian, Afrika Selatan harus memanfaatkan peluang
yang ada dengan akses pasar yang luas dalam peningkatan ekspor sektor
perdagangan, investasi, pertanian, pertambangan, minyak, infrastruktur,
kesehatan, penelitian, dan teknologi demi pemenuhan kebutuhan dalam

negeri dan pengakuan di mata dunia.

Studi selanjutnya diharapkan lebih berkonsentrasi pada berbagai indikator

tata kelola yang baik sehingga sudut pandang yang berbeda dapat disajikan
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yaitu mengenai pengaruh Good Governance terhadap pertumbuhan
ekonomi semakin beragam. Tidak hanya itu, untuk mengetahui sejauh
mana faktor-faktor lain dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka
sangat diharapkan menambah selain variabel-variabel ekonomi yang
diteliti dalam penelitian ini, pada akhirnya akan membantu untuk
mensinergikan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

untuk lebih dimaksimalkan.
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